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Kata Pengantar

Sebagai laporan pertama dari proses penyusunan Rencana Umum Tata
Ruang Kota Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota IKK Pucuk
adalah Penyerahan Buku "LAPORAN PENDAHULUAN", buku laporan tahap
pertama ini berisikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan
laporan, tinjauan Wilayah yvang diidentifikasi, konsepsi pendekatan
teoritisimetode pendekatan yang akan digunakan maupun mekanisme kerja
dalam proses perencanaan ini.

Dengan terselesaikannya buku laporan tahap pertama ini diharapkan
dapat memperlancar dan membantu proses penyusunan laporan-lagoran

selanjutnya.

Lamongan, Juli 2001
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1.1. Latar belakang

Perkembangan kota-kota di Indonesia yang sémé:kin pesat dewasa ini
membawa banyak perubahan pada kondisi internal kota. Hal-hal yang tampak
nyata sebagai dampak dari pekembangan kota adalah pesatnya perkembangan
penduduk perkotaan, tingginya angka kepadatan penduduk akibat keterbatasan
lahan perkotan dalam mengakomodasi kepesatan perkembangan penduduk,
besatnya perkembangan daerah terbangun, yang pada gilirannya menimbulkan
tingginya kebutuhan akan fasilitas dan utilitas kota termasuk kebutuhan akan
perumahan.

| Pesatnya perkembangan kota ini tampaknya tidak hanya terjadi pada
kota-kota metropolitan saja, namun telah mencapai kota-kota menéngal:n dan
bahkan kota-kota kecil tidak dapat diabaikan begitu saja menging.a.t.potensinya
sebagai salah satu mata rantai perekonomian dalam mendgkung terjalinnya
interaksi mutualisme antara pusat perkembangan wilayah dengan daerah
hinterlandnya. Dengan demikian maka seyogyanya penataan kota tidak hanya
mencakup kota besar sebagai pusat pengembangan saja, tetapi juga kofa-kota
kecil yang dalam banyak hal lebih berfungsi sebagai pengaruh atau wilayah

hinterland. Dengan adanya kegiatan penataan kota-kota kecil tersebut maka
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proses interaksi antar komponen-komponen dalam sistem pengembangan
wilayah tersebut akan berjalan lebih efisien dan efektif.

Apabila ditinjau secara mikro, tampak bahwa kota-kota kecil, yang
sebagian besar merupakan Ibukota Kecamatan, ternyata tidak hanya berperan
sebagai wilayah hinterland saja. Namun kadang juga berfungsi sebagai agent
of development dan growth centre bagi wilayah yang belum berciri kekotaan
disekitarnya. Jelas bahwa penataan kota-kota kecil merupakan sesuatu yang
tidak dapat ditawar lagi.

Dalam rangka mengembangkan kota-kota kecil dan menjalarkan proses
pembangunan sampai kedaerah-daerah maka mulai Repelita V, Pemerintah
telah merencanakan program penyusunan Rencana kota Ibukota-lbukota
Kecamatan dan pusat-pusat pertumbuhan vyang potensial sebagai
kebijaksanaan yang bersifat regional.

Untuk mengantisipasi kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Propinsi
Jawa Timur juga telah mengarahkan program penyusunan rencana kota
ibukota-ibukota kecamatan wilayah Pripinsi Jawa Timur dalam bentuk Rencana
Umum dan Rencana Detail Tata Ruang Kota, serta Rencana Teknik Ruang

Kota.

1.2. Tujuan Dan Sasaran

Rencana Umum Tata Ruang Kota pada hakekatnya merupakan rencana

tata ruang yang mendasari strategi pembangunan fisik kota, baik yang
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menyangkut perencanaan tata ruang yang lebih terinci seperti Rencana Detail
Tata Ruang Kota dan Rencana Teknik Tata Ruang Kota maupun Rencana
Kegiatan Sektoral.

Rencana Detail Tata Ruang Kota di pihak lain merupakan tindak lanjut
pendalaman materi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten agar bersifat
operasional dalam pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan
fisikk kota, baik yang dilakukan oleh Instansi Vertikal Daerah, Swasta, Maupun
oleh Masyarakat.

Penyusunan rencana dalam skala yang masih bersifat umum ini
bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan peranan kota dalam perimbangan
wilayah yang lebih luas. Dalam hal ini pengembangan kota ditujukan agar
mampu berfungsi sebagai pusat atau sub pusat pengembangan dalam suatu
sistem pengembangan wilayah.

Dalam pada itu Rencana Detail Tata Ruang Kota merdpakan Rentana
Tata Ruang Kota yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai penetapan
fungsi bagian-bagian wilayah kota yang pada hakekatnya “n.1erupakan
pengarahan lokasi dari berbagai kegiatan yang memiliki k'esamaan fungsi
maupun lingkungan pemukiman yang memiliki karakteristik tertentu.

Berdasarkan hal tersebut maka Rencana Umum Tata Ruang Kota
disusun agar Pemerintah Daerah mempunyai rencana pemanfaatan ruang kota
jangka panjang yang dapat berfungsi sebagai wadah keterpaduan bagi

kepentingan dan aspirasi pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah
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Propinsi dan Pemerintah Kabupaten sendiri, serta masyarakat yang
bersangkutan.

Untuk mencapai hal tersebut diatas, maka Rencana Umum Tata Ruang
Kota harus berisikan rencana menyeluruh yang mencerminkan rencana-
rencana Sektoral dan Wilayah yang terdapat atau yang akan dialokasikan di
wilayah perencanaan. Selajutnya, Rencana Umum Tata Ruang Kota yang
disusun harus mampu menjawab permasalahan dan tuntutan pembangunan
kota serta rumusan maupun kebijaksanaan yang dibutuhkan pada masa
mendatang.

Secara lebih detail, tujuan akhir yang ingin dicapai dalam penyusunan
Rencana Umum Tata Ruang Kota adalah berupa kebijaksanaan, strategi dan
rencana itu sendiri. Ketiga bentuk keluaran tersebut tertuang dalam pola
pengembangan kota yang sifatnya regional dan pola pengembangan kota yangv
sifatnya lokal.

Pola pengembangan kota yang sifatnya regional akan berkaltan dengan
masalah penentuan fungsi dan peranan kota serta rumusan arah ekstens:f' kasi
pengembangan kota dimasa mendatang. Pola pengembangan kota yang
bersifat lokal dilain pihak akan menyangkut arahan mengenai struktur tata
ruang, penggunaan lahan, kependudukan, fasilitas dan utilitas, serta arahan
program implementasi rencana kota.

Sementara itu penjabaran Rencana Umum Tata Ruang Kota ke dalam

Rencana Detail Tata Ruang Kota bertujuan menciptakan keseimbangan dan
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keserasian lingkungan yang merupakan upaya menciptakan keserasian dan
keseimbangan fungsi serta intensitas penggunaan lahan antar bagian wilayah
kota atau dalam satu bagian wilayah kota.

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota juga bertujuan untuk
mengarahkan pembangunan kota yang'lebih tegas dalam rangka upaya
pengendalian, pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik untuk masing-
masing bagian wilayah kota secara terukur, baik dari segi kualitas maupun segi
kuantitas.

Dengan adanya Rencana Detail Tata Ruang Kota maka akan lebih
mudah bagi pengelola kota dalam menyusun atau menjabarkan ke dalam
Rencana Teknik Ruang Kota serta akan mempermudah dalam menyusun
program-program pembangunan kota jangka menengah maupun proyek-proyek

tahunan/dalam jangka pendek.

1.3. Ruang Lingkup Perencanaan

Sebagai tahap awal dari suatu perencanaan koté. Eﬁéka pada
hakekatnya Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana
Detail Tata Ruang Kota merupakan dasar bagi penyusunan rencana tata ruang
kota yang hirarkinya lebih rendah. Diperlukan 2 tinjauan ruang dalam proses
penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana
Detail Tata Ruang lbu Kota Kecamatan Pucuk, yaitu tijauan eksternal dan

tinjauan internal. Tinjauan eksternal bertujuan untuk mengamati dan
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menentukan peranan, fungsi, hirarki, ataupun kedudukan dari kota yang akan

- direncanakan terhadap kota-kota atau pusat-pusat pemukiman lain dalam

lingkup wilayah yang lebih luas.

1.4. Dasar Hukum

Beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan

Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata

Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Pucuk adalah :

1.

Undang-undang No. § Th. 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Tahun 1960 Nomor 3034);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1960 tetang Jalan.

Undang-undang No. 5 Th. 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kehutanan (lembaran Negara Tahun 1967 No. 8, Tambahan Lembgran
Negara Tahun 1967 Nomor 2823),

Undang-undang No. 11 Th. 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 No 38, Tambahan Lembaran
Negara Tahun 1967 Nomor 2831);

Undang-undang No. 11 Th. 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara
Tahun 1974 No. 65, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 No. 3064);
Undang-undang No. 5§ Th. 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara

Tahun 1984 No. 22, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1984 No. 3274);
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7. Undang-undang No. 9 Th. 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara
Tahun 1985 No. 46, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1985 No. 3299),

8. Undang-undang No. 5 Th. 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Th. 1990 No. 76, Tambahan
Lembaran Negara Th. 1980 No. 3419),

9. Undang-undang No. 9 Th. 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara
Th. 1990 No. 78, Tambahan Lembaran Negara Th. 1990 No. 3427),

10.Undang-undang No. 4 Th. 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman
(Lembaran Negara Th. 1992 No. 23, Tambahan Lembaran Negara Th. 1992
No. 3469),

11.Undang-undang No. 5 Th. 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran
Negara Th. 1992 No 27, Tambahan Lembaran Negara Th. 1992 No. 3470);

12. Undang-undang No. 12 Th. 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;

13.Undang-undang No. 14 Th. 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

14.Undang-undang No. 24 Th. 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Th. 1992 No. 115, Tambahan Lembaran Negara Th 1992 No.
3501);

15.Undang-Undang No. 23 Th. 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

16.Undang-undang No. 22 Th. 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Th. 1999 No. 60, Tambahan Lembaran Negara Th. 1999 No. 3839);

17.Peraturan Pemerintah No. 32 Th. 1969 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang No. 11 Th. 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
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Pertambangan (Lembaran Negara Th. 1970 No. 60, Tambahan Lembaran
Negara Th. 1970 No. 2916);

18.Peraturan Pemerintah No. 33 Th. 1970 tentang Perencanaan Hutan
(Lembaran Negara Th. 1970 No. 50, Tambahan Lembaran Negara Th. 1970
No. 2945);

19.Peraturan Pemerintah No. 22 Th. 1982 tentang Tata Pengaturan "Air
(Lembaran Negara Th. 1982 No. 37, Tambahan Lembaran Negara Th. 1982
No. 3225);

20.Peraturan Pemerintah No. 23 Th. 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara
Th. 1982 No. 38, Tambahan Lembaran Negara Th. 1982 No. 3226);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan.

22 Peraturan Pemerintah No. 28 Th. 1985 tentang Perlindungan Hutan
(Lembaran Negara Th. 1985 No. 39, Tambahan Lembaran Negara Th. 1985
No. 3294),

23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa;r

24. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai; o

25. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa Dampak
Lingkungan.

26. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan
Lindung.

27.Keputusan Presiden Republik Indonesia No.55 Th.1993 tentang Pengadaan

Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
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28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kota.

29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah.

30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara
Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang Daerah.

31.Peraturan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 01.P/47/M.PE/1992
tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan
Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).

32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987.

33; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1992 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencané Struktur Tata Ruang
Propinsi Dan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten.

34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1992 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Kota

35. Instruksi Menteri Dalam Negeri Tanggal 9 Mei 1985 Nomor 24 Tahun 1985
tentang Larangan Perubahan Fungsi Tanah Bengkok, Taman Kota, Kebun
Binatang dan Lapangan Olahraga.

' 36.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan

Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan.
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37.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Yahun 1990 tentang Pengelolaan
Kawasan Lindung di Daerah.

38. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1992 tentang Perubahan
Status Tanah Bengkok Dan Yang Sejanis Tanah Kas Desa.

39. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1992 tentang
Biaya Pendaftaran Tanah.

40. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1992 tentang
Tata Cara Bagi Perusahaan Untuk Memperoleh Pencadangan Tanah, izin
Lokasi, Pemberian, Perpanjangan dan Pembaharuan Hak Atas Tanah
Serta Penerbitan Sertifikatnya.

41.Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1992
tentang Penyesuaian Harga Ganti Rugi Tanah Kelebihan Maksimum dan
Absentee/Gantai.

42.Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 110-1284 tenfang
Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 1992 tentang Biaya Pendaftgrgn Tanah.

43.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 tahun 1988 Tentang

Penetapan Batas Wilayah kota.

1.5. Jangka Waktu Perencanaan

Jangka waktu perencanaan tata ruang untuk Rencana Umum Tata
Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang kota Ibukota

Kecamatan Pucuk berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 adalah
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selama 10 tahun dimulai dari éwal perencanaan yaitu tahun 2001 sampai

dengan tahun 2011.

1.6. Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai maksud dan tujuan dari penyusunan usulan teknis ini

maka sistematika pembahasan usulan teknis diatur sesuai dengan tatanan

sebagai berikut :

BAB1/

BAB It

PENDAHULUAN

Bab ini berisikan gambaran potensi dan permasalahan dalam
penyusunan RUTRK dengan kedalaman RDTRK IKK Pucuk baik
dalam konstelasi Kabupaten maupun dalam konteks internal
kawasan perencanaan. Selain itu diuraikan pula latar belakang
diperlukannya penyusunan RUTRK dengan kedalaman RDTRK IKK
Pucuk, tujuan dan sasaran perencanaan, ruang lingkup

perencanaan, Dasar hukum serta sistematika pembahasan.

GAMBARAN UMUM WILAYAH PERENCANAAN

Bab ini berisikan uraian mengenai kondisi wilayah perencanaan yang
meliputi kondisi eksisting atas aspek kependudukan, guna lahan dan
beberapa aspek pengenal yang menjadi orientasi atas wilayah

perencanaan.

Laporan Pendahuluan Hal |-11
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BABIlI TINJAUAN PROSES PERENCANAAN
Bab ini berisikan metodologi pendekatan dalam penyusunan RUTRK
dengan kedalaman RDTRK IKK Pucuk. Bab ini juga berisi materi-
materi pembahas yang akan dirumuskan dan metode pemecahan

yang akan digunakan dalam dokuman selanjutnya.

BABIV SISTEMATIKA PENJADWALAN DAN PELAPORAN
Bab ini berisikan uraian tentang ruang lingkup kegiatan serta
tahapan atau langkah kegiatan dalam proses penyusunan RUTRK
dengari kedalaman RDTRK IKK Pucuk dengan jadwal penyelesaian
tiap tahapan kegiatan beserta sistematika penyerahan dan ketentuan

teknis laporan kemajuan pekerjaan.

BABYV STRUKTUR ORGANISASI DAN KOMPISISI TENAGA AHLI
Bab ini berisikan uraian struktur organisasi team perencana dalam
menangani pekerjaan penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota
dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota’ KK Pucuk
beserta keterlibatan tenaga ahli dengan tugasnya selama proses

penyusunan tersebut.
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SaB 1l
GAMBARAN UMUM WILAYAH PERENCANAAN
KOTE PUCUN

Wilayah Kota Pucuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan Nomor 20 Tahun 1988 tentang penetapan “Batas Wilayah Kota di
Kabupaten Lamongan”, wilayah Desa Pucuk ditetapkan berstatus sebagai
Ibukota Kecamatan Pucuk.

Secara administratif wilayah Kota Pucuk seperti yang telah ditetapkan
dalam perda tersebut hanya meliputi wilayah administrasi Desa' Pucuk saja,
akan tetapi melihat apa yang terjadi dilapangan dalam kurun waktu 12 tahun
telah banyak sekali perkembangan kegiatan perkotaan keluar dari wilayah yang
telah ditetapkan dalam peraturan daerah.

Pada tahun anggaran 1999/2000 telah diadakan penyesuaian terhadap
Perda Batas Wilayah Kota IKK Pucuk, dimana dari hasil identifikasinya terdiri
dari 7 wilayah Desa secara keseluruhan dan 4 sebagian wilayah Desa.
Keseluruhan dari luas wilayah IKK Pucuk menurut hasil identifikasi tersebut
adalah seluas 1.856,02 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Batas kawasan rawa/waduk;

Sebelah Timur . Batas Kecamatan Sukodadi;
Sebelah Selatan : Batas wilayah Kecamatan Sugio;

Laporan Pendahuluan Hal li -1
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¢ Sebelah Barat : Batas wilayah Kecamatan Babat.

Untuk lebih jelasnya lihat Peta 2.1, 2.2 dan 2.3

2.1. Karakteristik Kependudukan

Berdasarkan data registrasi penduduk Kecamatan Pucuk, pada bulan
Desember 1999, jumlah penduduk Kota Pucuk tercatat sebanyak 26.488 jiwa,
terdiri dari laki-laki tercatat sebanyak 12.874 jiwa dan perempuan tercatat

sebanyak 13.614 jiwa. Hal ini dapat dilihat pada tabel: 2.1 dan 2.2.

Tabel 2.1.
Distribusi Penduduk Kota Pucuk Menurut Jenis Kelamin
Pada Tahun 2000

Desa Laki-laki |[Perempuan Jumiah

Pucuk 1.562 1.581 3.143

= Kesambi 852 807 1.769

Warukulon 1.780 2.005 3.785

’ Waruwetan 583 519 1.102
Paji 1.015 1.053 2.068*1

Karangtinggil 682 693 1.375

Kedali 736 765 “"1.501

Tanggungan 1.281 1.350 ) 2.631

Sumberejo 1.147 1.260 2.407

Plosetro 760 737 1.497

Wanar 2.476 2744 5.220

Jumiah 12.874 13.614 26.488

Sumber : Data Kantor Kecamatan Pucuk

Laporan Pendahuluan Halll -2
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Tabel 2.2.
Distribusi Kepadatan Penduduk Kota Pucuk
Pada Tahun 2000
— Jumlah Luas Kepadatan
Desa Penduduk Wilayah Penduduk
(Jiwa) (Ha) (Jiwa/Ha)
Pucuk 3,143 186.390 17
Kesambi 1,759 84.000 21
Warukuion 3,785 162.292 23
Waruwetan 1,102 101.600 i1
Paiji 2,068 215.180 10
Karangtinggil 1,375 119.700 11
Kedali 1,501 185.790 8
Tanggungan 2,631 335.000 8
Sumberejo 2,407 3.390 710
Plosetro 1,497 136.000 1t
Wanar 5,2201. 569.010 9
Jumlah 26,488 2.098.362 76

Sumber : Data Kantor Kecamatan Pucuk

2.2, Karakteristik Fisik Dasar

Secara geografis Kota Pucuk secara fisik permukaan tanahnya landai
dengan tingkat kemiringan 0-5% diseluruh wilayah Kota Pucuk ataupun wilayah
yang diidentifikasi sebagai wilayah perkotaan.

Secara Topografis Kota Pucuk terietak pada ketinggian 0-25 meter
diatas permukaan air laut dengan kedalaman efeidiﬁtas tanah sebagian wilayah

lota antara 60 — 90 Cm sedangkan selatan relatif dangkal antara 30 — 60 Cm,
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jadi kondisi Kota Pucuk tergolong relatif kurang subur, sehingga kurang sesuai
untuk tanaman produktif pangan kecuali pada jenis usaha perikanan dan jenis
pertanian tanaman keras.

Pertumbuhan kota cenderung dimulai dari pusat kegiatan pemerintahan
jasa dan perdagangan dibagian utara dari sisi jaringan jalan arteri primer,
berkembang dengan mengikuti pola jaringan jalan dan membentuk pola linier
dan sentris menuju pusat kota.

Kecepatan angin rata-rata antara 20-28 knot kearah selatan. Sedangkan
temperatur rata-rata di wilayah Kota Pucuk antara 28°C-36°C dengan curah
hujan kurang dari 2.217 mm per tahun dengan hari hujan yang tercatat dalam
satu tahun berkisar antara 90-129 hari hujan dan rata-rata perhari antara 118-
204 mm. Musim penghujan berlangsung antara Bulan Nopember s/d April dan
musim kemarau antara Mei s/d Oktober.

Air baku yang dimanfaatkan oleh penduduk Kota Pucuk adalah air tahah
dan air permukaan. Air tanah diperolch dari sumur pompa dan sumur
terbuka/galian serta dari danau. Adapun air yang dipergunakari untuk minum
dan masak masik menggunakan air dari sumur/pompa. ’

Adapun fasilitas drainase di perkampungan kurang berfungsi dengan
baik sebagéi desakan kebutuhan pembangunan perumahan penduduk serta
dangkalnya alur jaringan yang ada.

Pertumbuhan kota cenderung membentuk pola linear yang mengikuti

bentuk jalan utama (Arteri Primer) dan jalan lokal. Hal ini dapat dijelaskan
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sebagai berikut pada pusat kota berkembang dengan mengikuti pola jaringan
jalan dan membentuk pola linier menuju pusat kota.

Tingkat konsentrasi pola permukiman penduduk pada jalan arteri primer
dan jalan lokal primer dengan memanfaatkan lahan-lahan yang tidak jauh dari
jalan. Fasilitas listrik PLN telah masuk di semua wilayah Desa dalam Kota
Pucuk melalui jaringan SUTM dan SUTR. Namun demikian belum seluruh
rumah dan bangunan perumahan berlangganan listrik PLN. Fasilitas sambung

telepon juga telah masuk Kota Pucuk mencakup Kota Pucuk dan sekitarnya.

2.3. Penggunaan Lahan

Pola penggunaan lahan di Kota Pucuk saat ini didominasi oleh kegiatan
persawahan tadah hujan. Kegiatan yang mempunyai ciri kekotaan saat ini
terkonsentrasi pada jaringan jalan utama yang berupa kegiatan perdagangan
dan jasa (pasar, toko, kios-kios dan bengkel) serta beberapa sarana
pendidikan.

Penyebaran perumahan saat ini masih terkonsentrasi pada ‘jalur utama
dan sebagian mengisi bagian dalam meskipun hanya beberapa rumah saja.
Khusus perumahan yang berada di bagian sisi jaringan jalan arteri primer yang
terkonsentrasi mendekati kantor Kecamatan kearah utara. Kondisi diatas akan
semakin terasa tidak nyaman karena karena lotak kantor kecamatan justru
berada disisi jaringan jalan arteri sehingga masyérakat di bagian selatan

dihadapkan dengan tingkat keramaian dengan lintasan jalan arteri tersebut,
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apalagi pada sisi selatan dari jalan arteri primer tersebut membentang dan

membelah kota dari arah timur-barat, keterbatasan ini merupakan tantangan

bagi Kota Pucuk untuk mengembangkan pelayanan terhadap masyarakat

dalam hal penyediaan sarana dan prasarana pelayanan umum yahg tidak

hanya bertumpu pada jaringan jalan arteri tersebut.

Untuk lebih jelasnya komposisi penggunaan lahan di Kota Pucuk dapat

dilihat pada tabel: 2.3.

Tabel 2.3

Luas Wilayah Desa Menurut Jenls Penggunaan Tanah
di Kota Pucuk Tahun 2000

Jenls Penggunaan Tanah
Desa Tanah Tanah Hutan Bangunan |Penggunaan|i jumiah
Sawah Kering Rakyat | /Pekarangan Lalnnya
Pucuk ) 137.00 5.80 0.00 22.56 20.64] 186.000
Kesambi 69.00 0.00 0.00 18.00 38.00| 126.000
Warukuion 190.00 9.27 0.00 31.89 20.84| 252.000
Waruwetan 69.00 4.00 0.00 16.00 13.00l 102.000
Paji 99.C0 222 0.00 31.00 43.231 176.454
Karangtinggil 90.00 3.00 0.00 17.00 10.00§f 120.000
Kedali 998.50 5.00 0.00 15.00 7.5 127.000
Tanggungan 134.07 23.00 0.00 39.50 .15.40| 211.872
Sumberejo 44.79 32.00 0.00 37.00 43.708 157.489
Plosetro 42.75 2.00 0.00 17.00 9.4 71.183
Wanar 159.47 65.09 _3_15.01 49.01 19.52 328.100
Kota Pucuk 1,134.68]  151.38]  35.01 293.96 241.26( 1,866.198
Prosentase 61.12 8.16 1.88 16.84 13.00" 100.00
Sumber : Data Keeamaton Dalam Angka
Halll -9

Laporan Pendahuluan




77’39

79’341

e A - LIS e - di +%
e )F.-_M&HC ./_\_v_“ * ] = 17 |“n
i ,.. iy S H (i : - ke b\f._ Lh ,a..
4 e s BB FEEH © 1 " T
i gy KB g B L o ”
e N T S (L % 15 - =
A VA R Ik I : Tl o
-+ _m a1 | - =T ] @
o1 T A It o 1
o 1R 1 b | ST b . :
S EEN L g v [
@ i (I I i = -
= B | | | | | | I <z 14 3
.iu.‘ o N | | | ! 2 - . 2
m {Af=] i | | mll.ﬂ = g Mo
X " | o ; c
=i
i I T ._h_ W O
I S | B
; “__,. I Foehye-bd oz
=i Lo I ==
_.ﬂ. |
% T | T |
e eiuxe= AN N SR
Y sl A L)
il | T L s T ~
Ao = I o AR L W
s 0 S v AT o T s w
it 5 ' &
J '] LI .mn.u.uu -
.Amn_‘ﬂ. &5 -% _“I.I o] - rd 10 .J.._#
a ! _ = w.rl .,l MW ! 1 __ i |
4 B iy rw_w.... ...,:..,H..u__m.w B ]
H L 3 .
11 1 M W, M A - n
A ; L & e,
-...W..»ru., : \ il S A0 #{. N
T - = [ 3
c i DR ===y = EANE. !
2" i "_m._.__w._ R\ y 3 #
. e & 8\ VI (L my i
Wr._. ! Q_.__m.d.__i.. = 5 L=
“_.;v_. 3 M ﬂh _r_m . m. w_..._ A== AN =
A H) T il -
GamL Yo n o LT _____m_._ | : 3
it i I B B B B RNAL
bt O R 1= R IR ) o A S =,
e | | 1 - [ T O O I | T g PR i e
5 et SR O Y Gl 1T N
o _ o T A1
-]




il

I <« " )
o = = =
X 2 3 o
.0 g
- N kS
W..Mmﬁﬂ - f
-y = g
e, B . 3 °
o - 3 ) . z
L L gD = n £ 3 3
2958 |< 3 5 E 3 = 3
TE&HU -.vpl._ 3 = = 5 ) by 2 W. o = o
KTP a wl i y -Mu. - .v-n- m..u. = = o o
- o - o y_m o -~ h..l.. -~ -
MtHrLuh e ; ¥ — = '3 ~ o -
2=3I¥ S 2 2 z z ¥ § 2 ¢ 3 8 =z z 3 z
- — .-M —_ — - e ! = - z = = - z = I
520 e 333 3% 333 33%§;:68 3
=3 ) 3
<3 2 [ 1] i 753 MmO Bl
.y M n.-uw g -+ 1 ‘ | N ///,a
S Z 2 1l { ; MR N - -
=z O P - ! ERE | N M_.
L s ]
o m - -_ -+ | i | - W
& o U.._ l~|_ -t I mﬁ 1 £ — y M It
It . 7 53 B, g .
2|2
—__l—u H g il !Ml)_. e, i+ F - . T A
REeR : 5 T N e g EINGRLT
a0 - . ¥ o ﬂ,/V T g H mEEN
“ S H E EH AR N N =
> - - O | 5 N » /%./%w > /,f N
o Pl *Wﬁmm o H- EX / TN
i I R ﬁwﬂ_fo B : ik ¥ i
& f } e LT . R
= S S | Dsﬁw R :
W1 1]+ = - oo 3 i s MR :
S < 4 SRR
.ﬁ.r.w%@ =
- by . b i 3 ¥
NRYa *\o g T = i
Wi ST N ] e
FsHEH S s 2
P 0 = ©
N Z b=
ufﬂ“ﬁ ol ;
it .a.c..,.n. 7 W. =} b %l O r. 1 5
'S O el iNLA ﬁ
Llﬁ_.gL ‘. o u“.. i iy
i} € O ! ///4/
[t O 1 i B PN
i e - : : =
b Y o u
O ~17
HeE A
s 5
SRR i R
S T WAL -
i) C - 4 &
S o ¥ -
S lo)}
G =
B S = : - s
; : ZE
15 B, :
m By : - -
Al NG e PO TEAR -
. i REC oy dNA L BT
R O ImEEE p.l

10

-




Gambaran Umum Wilayah Perencanaan

Fasilitas kesehatan yang terdapat di wilayah Kota Pucuk pada tahun
2000 meliputi 1 buah Puskesmas, 6 unit puskesmas pembantu, 59 posyandu
dan didukung oleh 1 tempat praktek dokter, 13 paramedis, 14 bidan dan 27
dukun bersalin, juga terdapat 1 unit kantor pos pembantu dan kantor polisi.

Fasilitas peribadatan berupa masjid, langgar dan mushollah tersebar di
pusat-pusat pemukiman dengan penyebarannya untuk seluruh wilayah
kecamatan adalah: untuk mesjid terdapat 49 unit sedangkan untuk tingkat kota
terdapat sebanyak 25 unit, untuk surau/langgar terdapat 183 unit. Sedangkan

untuk fasilitas lainnya tidak tercatat.

2.6. Karakteristik Transportasi

Kota Pucuk dibentuk oleh jaringan jalan arteri primer, yang merﬁanjang
dari timur ke barat dan kolektor primer arah utara ke selatan, karena letak kota
ini termasuk dalam koridor jalan arteri dan letaknya tidak jauh dari ibuk:ata
Kabupaten Lamongan, pada saat jam sibuk kadang-kadang ditemui keadaan
yang mengganggu fungsi jaringan jalan arteri terutama di kawasan pertigaan ke
arah utara, yang merupakan akses ke kawasan wisata pantura, selain ity fungsi
jalur jalan arteri dan kolektor primer tersebut dipergunakan untuk lalu lintas
campuran sehingga akan menambah sibuknya kawan tersebut,

HubUngan dengan wilayah belakangnya (hinterland) dilayani oleh jalan
Kabupaten yang kondisinya saat ini memeriukan penanganan dengan segera,

selain besarnya damija yang minimal (lebar 4 meter) serta kondiri penetrasi
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yang sudah memerlukan penanganan (terutama pada kawasan selatan). Pada
kawasan utara mempunyai topografi yang landai dan terdapat beberapa
kawasan rawa, pada saat musim penghujan kadang-kadang airnya sampai
melimpah ke jalan.

Keadaan ini akan semakin memperparah kondisi Jalan yang akan
menuju ke dan dari wilayah Kota Pucuk pada kawasan utara, karena akan

semakin mudah aspal akan terkelupas akibat tergerus air.

2.7. Permasalahan Wilayah Kota Pucuk

Permasalahan Kota Pucuk saat ini banyak dipengaruhi oleh kondisi
topografis, tata guna lahan serta keberadaan jalur transportasi yang membelah
kawasan perkotaan baik jalur arteri primer dan jalur KA.
> Terdapatnya jaringan jalan arteri yang membelah kawasan bagian utara dan
selatan, sehingga pada kawasan utara dan selatan seakan terputus
hubungan fungsional yang tidak saling mendukung antar kawasan.

> Demikian pula pada keberadaan jalur KA yang melintasi kaWaséh'perkotaan
sejajar dengan badan jalan arteri primer yang mengakibatkan hal yang
serupa pada poit pertama.

» Kurangnya akses jaripgan ke kawasan belakangnya terutama pada
kawasan yang menjauhi jalur arteri baik pada kawasan utara dan selatan.

Lokasi permukiman penduduk yang terkonsentrasi di sekitar kantor

Y

kecamatan dan cenderung mendekati fasilitas umum (pusat perdagangan
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Kota Pucuk) dimana justru keberadaan fasilitas tersebut berada pada sisi
yang berbatasan langsung dengan jalan arteri primer tanpa didukung oleh
akses jalan penghubung lainnya.

> Kurangnya prasarana jalan kota (terutama jalan dan drainase), sehingga
perkembangan kota tidak dapat menyebar ke semua arah dimana pada
kawasan pusat kota mempunyai aksebilitas yang tinggi dan kegiatan sosial
ekonomi kota bercampur dengan permukiman sehingga akan dapat

mempengaruhi fungsi jalan arteri primer.

»4

Terbatasnya kemampuan pengelolaan baik disegi perencanaan,

pelaksanaan dan pengelola kota.

» Terbatasnya dana untuk pembangunan nrasarana dan fasilitas kota yang
mengakibatkan tingkat pelayanan terhadap warga kota relatif rendah.

» Terbatasnhya prasarana utama di kawasan perkotaan sehingga masih

banyak masyarakat yang berorientasi ke luar wilayah Kedamatan Pucuk

serta minimnya lahan yang akan diperuntukkan bagi fasilitas umum.
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BAB
TINJAUAN PROSES PERENCANAAN

3.1. Kedudukan RUTRK dengan kedalaman RDTRK IKK Pucuk
Dalam Perencanaan Kota

Sesuai dengan tujuan dan ketentuan teknis, Rencana Umum Tata
Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota IKK Pucuk
merupakan usaha untuk meningkatkan fungsi dan peranan kota dalam konste-
lasi wilayah yang lebih luas. Selain itu rencana tersebut juga sebagai alat
pengendalian dan pengawasan pembangunan untuk mencapai tujuan
terciptanya lingkungan ekosistem yang lebih baik. Hal ini dicapai antara lain
dengan menjalankan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam
Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata
Ruang Kota IKK Pucuk, dengan sasaran, yaitu :

O Sebagai wadah keterpaduan bagi kepentingan dan aspirasi Pemerintah dan
masyarakat yang bersangkutan.
(3 Mampu menjawab masalah dan tuntutan pembangunan serta merupakan
rumusan maupun kebijaksanaan yang dibutuhkan pada masa mendatang.
L Mampu berfungsi sebagai pusat dan sub pusat pengembangan kota dalam
| suatu sistem pengembangan wilayah sub regional dan regional.

& Mengoptimalkan pengembangan kawasan perkotaan secara tepat.
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O Mengendalikan pertumbuhan kota sesuai dengan rencana tata ruang yang
telah ditetapkan.

O Memisahkan aktivitas yang mengganggu dari kawasan yang dilindungi
ataupun kawasan tertentu dengan dikelompokan pada kawasan tertentu
pula.

O Membatasi eksploitasi yang berlebihan disuatu kawasan budidaya dalam
wilayah IKK Pucuk.

Q Klasifikasi penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan
kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota IKK Pucuk menentukan

spesifikasi dan tujuan dari setiap jenis rencana yang dihasilkan.

3.2. Dasar-Dasar Perencanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1987,
terdapat 4 (empat) jenis Rencana Tata Ruang Kota yaitu :
¢ Rencana Tata Ruang Wilayah, yaitu rencana struktur ruang wilayah secara
garis besar yang disusun untuk menjaga konsistensi‘ pe}kémbangan
pembangunan suatu wilayah dengan strategi pembangunan regional dalam
jangka panjang dan untuk menjaga keserasian perkembangan
pembangunan wilayah dengan wilayah pengembangan dalam rangka
pengendalian program sektoral maupun wilayah. Rencana Tata Ruang

Wilayah di gambarkan dalam peta berskala 1: 25.000.
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2.4. Karakteristik Perekonomian

mata pencaharian penduduk Kota Pucuk sebagian besar adalah sebagai
petani dan buruh tani, jasa perbengkelan, pedagang dan bakul kecil serta
karyawan/Pegawai Negeri. Fasilitas perdagangan di Kota Pucuk berupa Pasar
Desa merupakan pasar yang hanya memiliki sekala pelayanan lokal. Fasilitas
perdagangan lainnya berupa warung-warung yang umumnya melayani
kebutuhan pokok harian tersebar disetiap desa.

Struktur ekonomi dan perkembangan perekonomian penduduk di Kota
Pucuk berdasarkan ata$ sumbangannya terhadap PDRB Kabupaten Lamongan
mulai tahun 1995 yang paling dominan terletak pada sektor pertanian,

perdagangan, jasa dan sektor lainnya.

2.5. Fasilitas Pelayanan Kota

fasilitas pendidikan yang ada di Kota Pucuk antara lain TK dan
SD/Ibtidaiyah, SLTP/Tsanawiyah sampai Pondok Pesantren bersif-a.t'pelayanan
kota. Fasilitas pendidikan setingkat SD/MIS tersebar disetiap de§a..

Untuk fasilitas SD Negeri tercatat 10 unit dari 20 unit yang terdapat pada
tingkat Kecamatan, sedangkan untuk SMTP negeri tercatat 1 unit yang terletak
di Desa Paji dan untuk SMTP swasta tercatat 4 unit. Pada fasilitas SMTA untuk
SMTA Negeri tidak terdapat akan tetapi untuk fasilitas SMTA swasta tercatat 1

unit.
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4 Rencana Umum Tata Ruang Kota , yaitu rencana peman faatan ruang kota
yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam
rangka pengendalian program-program pembangunan jangka panjang.
Rencana Umum Tata Ruang Kota digambarkan dalam peta berskala 1 :
10.000.

¢ Rencana Detail Tata Ruang Kota, yaitu rencana pemanfaatan ruang kota
yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka
pelaksanaan program-program pembangunan kota pada setiap kawasan.
Rencana Detail Tata Ruang Kota di gambarkan dalam peta berskala 1 :
5.000.

¢ Rencana Teknik Ruang Kota, yaitu rencana geometris pemanfaatan ruang

- yang disusun untuk perwujutan ruang kota dalam rangka implementasi
pembangunan kota. Rencana Teknik Ruang Kota digambarkan dalam peta
berskala 1 : 1.000

Pada bagian berikut ini akan diterangkan mengen_ai dasar-dasar
perencanaan dalam penyusunan Rencana Umum Tata Ruang K;i:a.l Dengan

Kedalaman yang mencakup pengertian dasar, tujuan ‘ dan sasaran

perencanaan, prinsip dasar, serta ketentuan teknis perencanaan.

3.2.1. Pengertian Dasar

Perencanaan kota adalah kegiatan penentuan konsepsi, perumusan,

penyustnan rencana kota dalam rangka mewujudkan bentuk suatu kota yang
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berwawasan lingkungan hidup, berasaskan kelestarian dan pelestarian serta
peningkatan kemampuan lingkungan secara serasi dan seimbang untuk dapat
menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

Rencana Kota adalah rencana pengembangan kota yang disiapkan
secara teknis dan non teknis, baik yang ditetapkan Pemerintah Pusat maupun
Pemerintah Daerah yang merupakan rumusan kebijakan pemanfaatan muka
bumi wilayah kota termasuk ruang diatasnya dan dibawahnya serta merupakan
pedoman pengarahan dan pengendalian bagi pelaksanaan pembangunan kota.

Rencana Umum Tata Ruang Kota adalah rencana peruntukan,
penggunaan, persediaari, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa agar
pemanfaatannya lestari, optimal, seimbang dan serasi bagi sebesar-besamya
kemakmuran rakyat.

Rencana Umum Tata Ruang Kota mempunyai ruang lingkup sebagai
suatu rencana kota yang mencerminkan suatu strategi pengembangan kota
dalam kurun waktu 10 tahun serta dapat dijabarkan dalam skala priorita;s 5
tahun sekali yang sejalan .pula dengan pelaksanaan pembangunan lima tahun
Daerah Propinsi dan Pembangunan lima tahun Nasional (Repeli?a).

Rencana Umum Tata Ruang Kota merupakan Rencana Tata Ruang
yang mendasari strategi pembangunan fisik kota baik yang menyangkut
perencanaan tata ruang yang sifatnya lebih terinci seperti Rencana Detail Tata
Ruang Kota dan Rencana Teknik Ruang Kota maupun rencana kegiatan

sektoral lainnya.
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Rencana Detail Tata Ruang Kota merupakan tindak lanjut pendalaman
materi Rencana Umum Tata Ruang Kota agar dapat bersifat operasiaonal
dalam pengendalian dan pengaWasan pelaksanaan pembangunan fisik kota
balk yang dilaksanakan oleh instansi Vertikal di Daerah, Pemerintah
Kabupaten, Swasta maupun Masyarakat.

Pada prinsipnya Rencana Detail Tata Ruang Kota merupakan rencana
tiga dimensi yang mengandung pengertian upaya penetapan intensitas
penggunaan ruang yang sesuai dengan fungsinya di dalam struktur tata ruang

kota secara keseluruhan.

3.2.2. Tujuan Dan Sasaran Perencanaan

A. Rencana Umum Tata Ruang Kota

Rencana Umum Tata Ruang Kota disusun agar Pemerintah Daerah
mempunyai rencana pemanfaatan ruang kota jangka panjang yang dapat
berfungsi sebagai wadah keterpaduan bagi kepentingan dan aspirasi
pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan ﬁe'merintah
Kabupaten, Kecamatan atau IKK Pucuk sendiri, serta ma'syarakat yang
bersangkutan.

Untuk mencapai hal tersebut diatas, maka Rencana Umum Tata Ruang
Kota harus berisikan rencana menyeluruh yang mencerminkan rencana-rencan
sektoral dan daerah yang terdapat atau yang akan dialokasikan diwilayah

perencanaan. Selanjutnya Rencana Umum Tata Ruang Kota yang disusun
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harus mampu menjawab masalah dan tuntutan pembangunan kota serta
rumusan maupun kebijaksanaan yang dibutuhkan pada masa mendatang.

Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota bertujuan untuk
menetapkan fungsi dan peranan kota dalam perimbangan wilayah yang lebih
luas. Dalam hal ini pengembangan kota ditujukan agar mampu berfungsi
sebagai pusat atau sub pusat pengembangan dalam suatu sistem
pengembangan wilayah nasional dan daerah.

Rencana Umum Tata Ruang Kota disusun dengan tujuan dapat
merangsang dan meningkatkan kemampuan potensi sumber daya manusia dan
sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin sesuai
dengan pencapaian cita-cita tertinggi masyarakat kota yang bersangkutan
tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan kehidupan perkotaan.

Mengingat bahwa perkembangan kota tidak hanya akan berakibat pada
wilayah-wilayah di sekitar saja, tetapi juga wilayah regional yang lebih luas dan
bahkan juga mempunyai dampak terhadap kepentingan nasional, maka
penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota harus 'mempe-r'ti;nbangkan
kepentingan Nasional, Regional dan Lokal sebagai berikut : ’

o Kepentingan Nasional, yaitu bahwa dalam rangka pembangunan wilayah,
upaya pengembangan dan pembangunan kota diarahkan untuk mencapai
adanya keseimbangan pertumbuhan antara kota-kota dan usaha

peningkatan kualitas lingkungan pemukiman kota.
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Kepentingan Régional, yaitu bahwa pengembangan kota diarahkan pada
keseimbangan pertumbuhan kota dengan wilayah belakangnya. Selain itu
kota harus mampu menyediakan fasilitas dan utilitas bagi kepentingan
regional.

Kepentingan Lokal, vaitu bahwa perencanaan kota bertujuan untuk
menciptakan suatu lingkungan kehidupan kota yang baik. Baik lingkungan
kehidupan kota yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan bekerja bagi

penduduk dalam suasana yang menyenangkan.

B. Rencana Detail Tata Ruang Kota

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota dimaksudkan untuk

mencapai beberapa hal yang menjadi tujuan dan sasarannya, yaitu:

o

Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan yang pada
prinsipnya merupakan upaya menciptakan keserasian dan keseimbangan
fungsi dan intensitas penggunaan tanah antar bagian wilayah kota.

Menciptakan kelestarian lingkungan permukiman dan kegiatan kota yang
merupakan usaha menciptakan hubungan yang serasi antar manusia dan
lingkungannya yang tercermin dari pola intensitas penggun;an ruang kota
pada khususnya. |
Meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan yang merupakan upaya
pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin dalam penentuan jenjang

fungsi pelayanan kegiatan kota dan sistem jaringan jalan kota.
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o Mengarahkan pembangunan kota yang lebih togas dalam rangka upaya

pengendalian, pengawasan pelaksanaan pembangunan

3.2.3. Prinsip Dasar

Dalam penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota pada prinsipnya
harus mempertimbangkan tujuh prinsip pendekatan, yaitu :

1. Prinsip pendekatan politis, yang menyangkut upaya menyelaraskan
pertumbuhan kota-kota sekaligus mencegah timbulnya kesenjangan antara
kota-kota besar dengan kota-kota kecil.

2. Prinsip pendekatan ekonomi, yang menyangkut pada upaya efisiensi dan
efektifikasi penggunaan potensi-potensi yang dimiliki kota. |

3. Prinsip pendekatan sosial budaya, yang menyangkut upaya penciptaan
suasana dan lingkungan kemasyarakatan dengan nilai-nilai sosial budaya
yang harmonis berdasarkan kegotongroyongan.

4. Prinsip pendekatan Hankam, yang menyangkut pada penciptaan kondisi
kota yang aman dan tertib untuk menunjang ketahanan nasional. o

5. Prinsip pendekatan strategis, yang menyangkut penentua{n fungsi kota,
pengembangan keglatan kota dan tata ruang kota yang merupakan’
penjabaran dan pengisian dari rencana-rencana pembangunan nasional dan
daerah dalam jangka panjang.

6. Prinsip pendekatan teknis, yang menyangkut upaya optimalisasi

pemanfaatan ruang kota, antara lain dengan memperbaiki lingkungan,

Laporan Pendahuluan Hal lli -8




Tinjauan Proses Perencanaan

meremajakan, memberikan fasilitas dan utilitas secara tepat,
mengefisienkan pola angkutan, menjaga kelestarian dan meningkatkan
kualitas lingkungan perkotaan sesuai dengan kaidah teknis perencanaan.

7. Prinsip pendekatan pengelolaan, yang menyangkut aspek administrasi
keuangan, hukum, dan perundang-undangan, agar rencana kota dapat
diterapkan melalui koordinasi antara instansi vertikal di daerah dan dinas
otonom dalam pelaksanaan dan pengendalian rencana kota.

Di dalam usaha penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota perlu
dirumuskan kebijaksanaan pengembangan kota dengan mempertimbangkan
azas manfaat, pemerataan, keseimbangan, dan pertumbuhan serta kelestarian
sesuai dengan tingkat perkembangan kota itu sendiri maupun hubungan antara
kota itu dengan daerah sekitarnya.

Suatu hal yang penting ialah bahwa kebijaksanaan dasar perencanaan
harus dirumuskan berdasarkan tipe kemampuan tumbuh dan berkembangnya
kota serta pola kota itu sendiri. Dalam menetapkan wilayah perencanaan kota
dapat dibedakan atas kota yang berstatus pemerintahan dan kota' .y.ang tidak
berstatus pemerintahan. Bagi kota yang berstatus pemerintahar;, maka wilayah
perencanaan ditetapkan sama dengan luas wilayah administrasinya yang telah
ditetapkan berdasarkan ketentuan atau peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kota yang tidak berstatus pemerintahan, ditetapkan wilayah
perencanaan kotanya yang meliputi wilayah lingkungan kehidupan perkotaan

yang mempunyai ciri non agraris dan diperkirakan dapat menampung

Laporan Pendahuluan Hal Il -9




Tinjauan Proses Perencanaan

perkembangan hingga 10 tahun mendatang. Batas administrasi yang memuat
batas wilayah kota tetap dijadikan pegangan sebagai basis data dan

pengarahan perencanaan tata ruangnya.

3.2.4. Ketentuan Teknis Perencanaan

Rencana Umum Tata Ruang Kota memuat rumusan tenwrig
kebijaksanaan pengembangan kota, rencana pemanfaatan ruang kota, rencana
struktur utama tingkat pelayanan kota, rencana sistem utama transportasi,
rencana sistem utama jaringan utilitas kota, rencana pemanfaatan air baku,
indikasi unit pelayanan kota dan rencana pengelolaan pembangunan kota
dengan rincian sebagai berikut :

1. Kebijaksanaan pengembangan kota, mencakup penentuan tujuan
pengembangan kota, fungsi, strategi dasar pengembangan sektor-sektor
dan bidang pembangunan, kependudukan, intensifikasi dan ekstensifikasi
pemanfaatan ruang kota dan pengembangan fasilitas dan utilitas.

2. Rencana pemanfaatan ruang kota, mencakup arahan peménfééfan ruang
kota yang menggambarkan lokasi intensitas tiap penggunaan, baik untuk
kegiatan fungsi primer dan fungsi sekunder yang ada di dalam kota sampai
akhir tahun perencanaan. Pemanfaatan ruang kota hendaknya
memperhatikan larangan penggunaan areal persawahan beririgasi teknis

untuk kepentingan perkembangan kota sesuai dengan :
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a) Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua
Bappenas tanggal 29 September 1994 Nomor : 5334/ MK/ 9/ 1994.

b) Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional tanggal 31 Oktober 1994 Nomor : 460 — 3346.

c) Surat Gubernur Propinsi Jawa Timur tanggal 5 April 1995 Nomor : 611/
604/ 201.2/ 1995.

d) Surat Edaran Bupati Kabupaten Lamongan tanggal 2 Juli 1996 Nomor :
591/ 904/ 401.014/ 1996.

3. Rencana struktur tingkat pelayanan kota, mencakup arahan tata jenjang
fungsi-fungsi pelayanan didalam kota, yang merupakan rumusan
kebijaksanaan tentang pusat-pusat pelayanan kegiatan kota berdasarkan
Jenis, intensitas, kapasitas, dan lokasi pelayanan.

4. Rencana sistem transportasi, memuat arahan garis besar tentang pola
jaringan pergerakan arteri dan kolektor baik fungsi primer maupun sekunder
yang ada di dalam kota tersebut.

5. Rencana sistem utilitas kota, memuat arahan utama tentang pola jaringan
fungsi primer dan sekunder untuk sistem jaringan air bersih, telepon, listrik,
air kotor, air limbah di dalam kota.

6. Rencana pengembangan pemanfaatan air baku, memuat arahan
pengolahan pemanfaatan air permukaan, air tanah dalam dan air tanah

dangkal untuk kepentingan pelayanan kota.
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7. Indikasi unit pelayanan kota, merupakan arahan mengenai pembagian unit-
unit pelayanan kota dalam rangka penyelenggaraan pelayanan penduduk.

8. Rencana pengelolaan pembangunan kota, memuat arahan tahapan
pelaksanaan program pembangunan setiap lima tahunan selama 10 tahun,
arahan penanganan lingkungan berupa peningkatan fungsi, perbaikan,
pembaharuan atau peremajaan, pemugaran dan perlindungan, manajemen
pertanahan, arahan sumber-sumber pembiayaan pembangunan serta
arahan bagi pengorganisasian aparatur pelaksana pembangunan kota.

Rencana Umum Tata Ruang Kota disusun berdasarkan kriteria sebagai
berikut :

a. Batas wilayah perencanaan yaitu :

1. Bagi kota-kota yang sudah mempunyai status pemerintahan seperti
Kotamadya atau Kota Administratif, wilayah perencanaan adalah
keseluruhan wilayah administrasi kota.

2. Bagi kota-kota yang belum mempunyai status pemerintahan, ditetapkan
menurut besaran tertentu, dengan berpedoman pada Pénet’a’pian Batas
Wilayah kota Kabupaten Lamongan.

b. Bagi kota-kota yang sudah mempunyai Rencana Umum Tata Ruang Kota
maka rumusan kebijaksanaan pemanfaatan ruang sejalan dengan Rencana
Umum Tata Ruang Kota yang ditetapkan Pemerintah Pusat dengan

peraturan perundang-undangan.
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¢. Rumusan rencana lebih merupakan Rencana Struktur pemanfaatan ruang.

d. Bersifat strategis dan operasional.

e. Secara internal mampu menjamin adanya konsistensi antara program
pembangunan Sektoral atau Lintas Sektoral dengan program pembangunan
Daerah dalam jangka panjang.

Strategi dan kebijaksanaan Dasar pengembangan kota merupakan
arahan terhadap :

a. Kebijaksanaan pengembangan kota :

1. Penentuan fungsi kota.

2. Pengembangan sektor-sektor dan bidang-bidang pembangunan.

3. Intensifikasi dan atau ekstensifikasi pemanfaatan ruang.

4. Kependudukan, antara lain mobilitas, fertilitas dan mortalitas, serta
distribusi penduduk pada akhir tahun perencanaan.

5. Pengembangan fasilitas dan utilitas.

b. Struktur pemanfaatan ruang kota :

1. penentuan persediaan ruang untuk setiap komponen kota

2. Penentuan intensitas penggunaan menurut fungsi, baik fungsi primer
atau fungsi sekunder.

3. Hubungan antar fungsi-fungsi kegiatan yang ada dalam kota yang
direncanakan sampai akhir tahun perencanaan dengan kedalaman

sampai pada detail kawasan.
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C. Struktur utama tingkat pelayanan kota:
1. tatajenjang fungsi-fungsi pelayanan kota
2. pusat pelayanan kota berdasarkan jenis, intensitas, kapasitas dan lokasi.

d. Sistem utama transportasi:

1. pola jaringan pergerakan arteri dan kolektor, baik fungsi primer maupun

sekunder
2. Pola jaringan jalan raya, angkutan pelayaran baik laut, danau maupun
angkutan penyeberangan.
f. Sistem utama jaringan utilitas kota, terdiri atas air bersih, telepon, listrik, air
kotor, air limbah, air limbah dan persampahan.
g. Pengembangan pemanfaatan air baku, terdiri atas air permukaan, air tanah
dalam, dan air tanah dangkal.
h. Indikasi unit pelayanan seperti penentuan dan pembagian unit-unit
pelayanan terhadap penduduk kota.
i. Sistem pengelolaan pembangunan kota :
1. Penanganan lingkungan
2. Sumber pembiayaan pembangunan
3. Pengorganisasian aparatur pelaksana
Rencana Detail Tata Ruang Kota disusun sesuai dengan prinsip dan
ketentuan teknis perencanaan sebagai berikut :
1. Jangka waktu RDTRK adalah sepuluh tahun dan sesuai dengan jangka

waktu Rencana Umum Tata Ruang Kota yang bersangkutan (dua PELITA).
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2. Wilayah perencanaan Rencana Detail Tata Ruang Kota mencakup dan
berlaku untuk seluruh wilayah kota tetapi jika dipandang perlu pihak
Pemerintah Daerah dapat menetapkan bagian demi bagian sesuai dengan
kondisi dan tingkat permasalahannya.

3. Penetapan struktur dan besarnya bagian wilayah kota harus mencerminkan
intensitas penggunaannya yang dinilai dari segi kepadatan penduduk dan
kepadatan bangunan sesuai dengan fungsi penggunaannya.

4. Penetapan struktur bagian wilayah kota akan ditentukan oleh peranan
pusat-pusat pelayanannya. |

5. Tiap bagian wilayah kota yang direncanakan harus mampu mencerminkan
satu kesatuan lingkungan permukiman atau lingkungan kegiatan kota yang
seras| dengan sarana dan prasarana yang direncanakan/ditetapkan.

6. RDTRK memuat rumusan kebijaksanaan pemanfaatan ruang kota yang
disusun dan ditetapkan untuk menyiapkan perwujudan ruang Bagian
Wilayah Kota.

7. Rumusan rencana sudah merupakan penyiapan ruang dalam rangka
pelaksanaan program dan pengendalian pembangunan kota yang baik yang
dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam jangka panjang dan
jangka menengah.

8. Rumusan rencana di atas bukan lagi sekedar arahan, tetapi secara teknis

sudah menjadi kebijaksanaan lebih konkrit tentang :
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a) Pengembangan penduduk dalam hal distribusi dan penentuan
kepadatan untuk tiap-tiap blok peruntukan.

b) Pemanfaatan ruang ditinjau besarannya setiap blok peruntukan
materinya sekurang-kurangnya mengatur pusat perbelanjaan/pasar/
pertokoan/kios, industri menurut jenisnya, pendidikan mulai dari STK
sampai PT, puskesmas dan rumah sakit, rumah ibadah, taman rekreasi
dan lapangan olahraga, perkantoran dan perumehan, sub terminal,
pertanian, perikanan, pemakaman dan kawasan khusus lainnya.

c) Struktur tingkat pelayanan kegiatan kota dalam hal hubungan tata
jenjang, kapasitas dan intensitas antara fungsi-fungsi pelayanan tiap-tiap
lingkungan yang materinya sekurang-kurangnya akan mengatur
perdagangan, pendidikan, kesehatan, olahraga dan rekreasi.

d) Sistem fungsi jaringan jalan dalam hal penentuan lokasi dan besaran tiap
fungsi jaringan pergerakan, fungsi jalan arteri sekunder, fungsi jalan
kolektor sekunder, fungsi jalan lokal sekunder.

o) Sistem jaringan utilitas dalam penentuan lokasi dan besaran jaringan
sekunder dan tersier pada jaringan air bersih, telepon, listrik, gas,
pengelolaan sampabh, air limbah, dan air hujan.

f) Kepadatan bangunan dalam hal perbandingan antara keseluruhan luas
Iahan‘ tertutup dengan luas bangunan setiap blok peruntukan, materinya

sekurang-kurangnya akan mengatur koefisien dasar bangunan dengan
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klasifikasi sangat tinggi (>75%), tinggi (>50% - 75%), menengah (>20% -
50%), rendah (>5% - 20%) dan sangat rendah (<5%).

g) Penentuan ketinggian bangunan, maksimum dan minimum pada setiap
blok peruntukan. |

h) Penetapan garis sempadan atau garis pengawasan jalan bagi lahan
yang boleh atau tidak boleh ada bangunan diatasnya pada setiap blok
peruntukan materinya sekurang-kurangnya akan mengatur jarak antara
as jalan dengan pagar halaman dan bangunan/rumah baik pada sisi
muka, samping, dan belakang. Ketentuan detail mengikuti PP 26/ 1985.

i) Penetapan luas petak bangunan yang terdapat pada setiap blok
peruntukan, dimana materinya sekurang-kurangnya akan mengatur
klasifikasi luas perpetakan sebagai berikut ;

o Klasifikasi |, >2500 m2

o Klasifikasi I, >1000 m2 — 2500 m2
o Klasifikasi Ill, >600 m2 ~ 1000 m2
o Kilasifikasi IV, >250 m2 - 600 m2

o Kilasifikasi V, >100 m2 - 250 m2

o Klasifikasi VI, >50 M2 ~ 100 M2

) Indikasi unit pelayanan dalam hal fasilitas umum kota yang terdiri dari
pelayanan perbelanjaan, kesehatan, pendidikan, rekreasi, dan olahraga

pada setiap blok peruntukan.
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k) Tahapan pelaksanaan pembangunan dalam hal pengendalian
peruntukan, pelaksanaan program/proyek dari prasarana dan sarana
kota dalam kurun waktu lima tahun yang dibagi dalam tiga tahunan.

[) Pengelolaan/penanganan lingkungan dalam hal peningkatan, perbaikan,
pembaharuan, pemugaran, peremajaan, perlindungan lingkungan dan
manajemen pertanahan serta pengoperasian aparat pelaksana dan

pengendali pada tingkat wilayah kecamatan.

3.3. Kerang ka'Pemikiran Teoritis

Konsepsi yang mendasari penyusunan Rencana Umum Tata Ruang
Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota IKK Pucuk ini secara
teoritis bertitik tolak dari konsep yang telah dijalankan dengan penyesuaian-
penyesuaian dengan keadaan yang tengah berlangsung.

Dari konsep awal yang telah dikembangkan serta melihat potensi dan
kendala pengembangan wilayah yang saat ini terus berkembang baik secara
fiskk dan perubahan darl aspek sosio ekonomi masyarakat akan dapat
disimpulkan arahan pengembangan pada masa yang akan datang. Sehingga
arah pengembangan kota seiring dengan apa yang telah dijadikan sebagai
target serta sasaran dalam pengembangan wilayah Kota Pucuk, Dengan
keadaan ini diharapkan akan mengurangi dampak ataupun simpangan yang
besar terhadap struktur wilayah yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan

vang telah ditetapkan, dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan
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kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Pucuk, perlu adanya upaya-upaya
pendekatan seperti upaya pendekatan secara spasial, pendekatan sektoral dan

pendekatan terhadap aspek institusi/kelembagaan

3.3.1. Pendekatan Spasial

Dalam penetapan Rencana Struktur lbu Kota Kecamatan Pucuk 10
tahun mendatang, tercermin pada rencana spasial yang dalam penetapannya
mempunyai pendekatan tersendiri yang pada prinsipnya akan mencakup
beberapa aspek pendekatan sebagai berikut:

o Kondisi eksisting land use serta renc;ana yang lebih detail.

o Kemampuan dan daya dukung lahan yang dikaitkan dengan berbagal faktor
pembatas.

o Berbagai asumsi serta pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk prediksi
kebutuhan dimasa yang akan datang.

Keseluruhan pendekatan tersebut yang dikaitkan- dengan standart
perencanaan yang ada serta pendekatan sektoral -;:iari berbagai aspek
pengembangan dalam pembangunan fisik kota (perumahan, jalan kota, fasilitas
umum, utilitas kota, dan lainnya) dijadikan dasar dalam penetapan serta
prediksi kebutuhan lahan kota yang seterusnya digunakan dalam rencana
peruntukan lahan (land use) yang merupakan salah satu hal terpenting yang

harus ditetapkan dalam rencana struktur IKK Pucuk Tahun 2011.
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Bagan: 3.1.
Kerangka Penyusunan RUTRK/RDTRK Kota Pucuk Tahun 2011
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3.3.2. Pendekatan Sektoral

Pendekatan sektoral perlu dilakukan untuk mendukung policy/
kebijaksanaan spasial yang antara lain berupa arahan dan pengembangan land
use dari berbagai sektor pengembangan kota, antara lain: sektor transport,
sektor kegiatan perekonomian, sektor perdagangan dan lain-lain.

Langkah-langkah pendekatan yang dilakukan oleh masing-masing sektor
dalam suatu perencanaan tata ruang mempunyai metode yang berbeda-beda,
namun sasaran yang dituju mempunyai kesamaan berupa “Pendekatan
Spasial‘;, yaitu cara-cara memprediksi kebutuhan pengembangan dari berbagai
sektor kegiatan (perumahan, perdagangan, fasilitas umum, utilitas kota) yang
keseluruhan dimanivestasikan dalam kebutuhan ruang bagi setiap sektor yang
dianalisis untuk seterusnya digunakan sebagai dasar dalam menetapkan
rencana struktur ruang Kota Pucuk tahun 2011. Untuk memperoloh gambaran
secara rinci pendekatan dari masing-masing sektor pada seluruh pendekatan
penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana

Detail Tata Ruang Kota IKK Pucuk ini, maka dapat dilihat pada sub bab berikut:

3.3.2.1. Sektor Ekonomi Perkotaan

Analisis sekior ekonomi perkotaan merupakan analisis penting guna
mendukung analisis sektor lain dalam menetapkan rencana spasial/struktur
Ibukota Kecamatan Pucuk dimasa yang akan datang. Berbagai output dari

analisis ekonomi ini, antara lain; tingkat pertumbuhan ekonomi Ibukota
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Kecamatan Pucuk, tingkat pendapatan dan tingkat konsumsi penduduk,
prediksi kesempatan kerja, dan lainnya sangat diperlukan untuk memperkuat
analisis serta prediksi kebutuhan ruang dari berbagai sektor lain seperti; sektor
perumahan, sektor jasa dan perkantoran, dan lainnya. Pendekatan yang
dilakukan untuk menganalisis income perkapita dan kesempatan kerja
penduduk di Ibukota Kecamatan Pucuk secara makro antara lain dapat dikaji
melalui:

1. Analisis per soktor pendapatan yang dikaitkan dengan kebijaksanaan
pengembangan ekonomi Daerah, serta prediksi Rencana Investasi sektor
swasta dapat diprediksikan besarnya Pendapatan Kotor (Gross Regional
Product) dari masing-masing sektor (Primer, Sekunder dan Tersier).

2. Analisis populasi penduduk, dikaitkan dengan pertumbuhan alamiah
(kelahiran dan kematian) dan pertumbuhan sosial (pertumbuhan penduduk
yang ditimbulkan oleh aktifitas non alamiah, seperti; daya tarik bekerjaan.
daya tarik lingkungan perkotaan, dli) dapat diprediksikan bésarnya populasi,
angkatan kerja dan kesempatan kerja sesuai dengan tahun rencana.

Berdasarkan hasil analisis dari kedua pendekatan tersebut (lihat

Bagan:3.2 Kerangka Pemikiran Pendekatan Analisis Sosial Ekonomi Rencana

Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota

IKK Pucuk 2011) juga akan dikeluarkan berbagal out put lain sesuai dengan

kepentingan yang mendukung analisis sektor lain, terutama dalam prediksi

kebutuhan ruang (lahan) pengembangan yang diperiukan sampai tahun 2011,
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Bagan:3.2.
Kerangka Pemikiran Pendekatan Analisis Sosek
Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detaif Tata
Ruang Kota IKK Pucuk 2011

3.3.2.2. Sektor Perumahan

Sebagai salah satu aspek yang mendukung penyusunan rencana
struktur kota, maka pendekatan sektor perumahan yang sasaran akhirnya
tercermin dari jumiah kebutuhan rumah dan lahan pengembangan perumahan

sapai tahun 2011, dilakukan dengan menganalisis 2 (dua) skenario yang

Laporan Pendahuluan Hal 1l -23




Tinjauan Proses Perencanaan

dijadikan asumsi dasar dalam menetapkan jumlah penduduk yang akan

mendiami kawasan perumahan baru (KPB), yaitu memprediksikan besarnya:

1. Penduduk yang pindah dari kawasan permukiman lama (KPL) ke kawasan
permukiman baru dari tahun 1995 hingga tahun 2010.

2. Arus masuk penduduk ke kawasan permukiman baru, yang berasal dari luar
kawasan permukiman lama, antara lain; dari kawasan sekitar Pucuk dan
dari luar kota dalam satu Kabupaten maupun diluar Kabupaten Lamongan.

Kondisi kedua asumsi dasar tersebut (lihat Bagan: 03 Alur Pemikiran

Penetapan Kebutuhan Lahan Perumahan), sangat dipengaruhi oleh berbagai

faktor yang menentukan ketepatan setiap besaran dari prediksi yang akan

ditetapkan. Berbagai' faktor tersebut antara lain:

e Kondisi tingkat pertumbuhan ekonomi di IKK Pucuk, akan menjadi daya tarik
penduduk untuk masuk ke Ibukota Kecamatan Pucuk (in migration).

o Kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama tingkat pendapatan dan
tingkat pengeluaran yang mempengaruhi kemampuén masyarakat untuk
membeli rumah. |

e Kondisi yang timbul secara mendadak: penduduk yang terkena
pembebasan tanah/mempunyai kemampuan tinggi untuk memiliki rumah.

o Faktor kondisi perekonomian regional (makro) yang menentukan besar
kecilnya kecenderungan pembangunan perumahan.

Dalam analisis berbagai faktor tersebut akan dikaji sebagai masukan

dalam penetapan total penduduk yang membutuhkan lahan permukiman.
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Bagan: 3.3.
Alur Pemikiran Penetapan Kebutuhan Lahan Perumahan
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3.2.2.3. Sektor Jalan Kota

Titik berat pengkajian masalah transportasi di Kota Pucuk akan
mengarah pada usaha-usaha mengurangi titik-titik genangan baru dengan
kondisi lahan yang berada dibawah permukaan air laut, karena hal ini yang

merupakan pemicu utama tidak berfungsinya secara maksimal badan jalan
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yang ada dan mengakibatkan pendeknya umur pemeliharaannya ditambah
dengan kondisi lahan yang labil. Selain itu disesuaikan dengan berkembangnya
peruntukan lahan serta aktifitasnya di Kota Pucuk hingga tahun 2011.

Keluaran (out put) yang harus dicapal dalah rencana pengembangan ini
adalaﬁ penetapan kapasitas jaringan jalan dari setiap jaringan jalan yang ada
saat ini, kemudian diprediksikan kemungkinan usulan reorganisasi pola dan
struktur jaringannya dikaitkan dengan rencana Land Use pada tahun 2010
mendatang. Kerangka pemikiran transport dalam perenéanaan Rencana Umum
Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Ta;a Ruang Kota IKK
Pucuk Tahun 2011 dapat dilihat pada Bagan: 3.4, sedangkan tahapan dan
urutan dalam perencanaan sistem jaringan jalan dapat diluhat pada Bagan: 3.5.

Bagan: 3.4.
Kerangka Umum Perencanaan Transportasi
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Bagan: 3.5. Tahapan Dalam Perencanaan Sistem Jaringan Jalan
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3.3.2.4. Sektor Utilitas

A. Air Bersih
Air bersih yang didistribusikan ke suatu kota haruslan meménuhi kebutuhan
(demand) penduduk maupun fasilitas yang ada di kota. Kebutuhan ini
haruslan sesuai dengan kondisi kota pada saat itu maupun pada masa yang
akan datang. Untuk itu perlu dilakukan tabulasi data yang relevan dengan
perencanaan air bersih guna memproyeksikan kebutuhan air tersebut pada
masa yang akan datang, agar tidak terjadi over-design maupun under-
design, segala kriteria perencanaan, standart yang berlaku maupun.

peraturan yang ada, haruslah diperhatikan. Kondisi sistem air bersih yang
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sudah ada haruslah direview kembali guna mendapatkan perencanaan yang
optimal. Setelah diperoleh perhitungan volume air yang diperlukan, alternatif
sumber air bersih haruslah didapatkan. Sumber air ini harusiah memenuhi
Syarat kualitas, kuantitas maupun kontinuitas. Kualitas air baku sangat
menentukan jenis pengolahan air yang haraus disediakan. Sedangkan
kuantitas air yang diolah besar kecilnya sangat ditentukan oleh jenis
kegiatan lahan kota (land use) yang ada. Air olahan yang telah memenubhi
standart yang berlaku kemudian didistribusikan kepada pelanggan.
Secara diagramatis kerangka berfikir dalam perencanaan penyediaan air
bersin dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman
Rencana Detail Tata Ruang Kota IKK Pucuk dapat dilihat pada Bagan: 3.6

B. Sampah
Pada dasarnya pengelolaan sampah adalah cukup sederhana yaijtu bahwa
penumpukan sampah Yang terjadi dari berbagai sumber harus segera
diangkut selanjutnya dibuang ke tempat pembuangén gkhir (TPA). Agar
sampah mencapai TPA, setidaknya ada tahapan yang harus dilalui:
1. Collection (Pengumpulan)
2. Haulage (Pengangkutan)
3. Disposal (Pembuangan)

Sumber sampah ada bermacam-macam, diantaranya: rumah tangga, pasar,

rumah sakit, jalan dan taman, industri dan masih banyak lagi lainnya.
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Bagan: 3.6.
Kerangka Pemikiran Perencanaan Pengadaan Air Bersih
Kota Pucuk Tahun 2011
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Agér pengangkutannya mudah, sampah harus dikumpulkan diberbagai

tempat atau wadah seperti; kantong plastik, bak sampah, gerobak dan
lainnya. Dari tempat pengumpulan ini kemudian sampah diangkut ke TPA
oleh fasiltas pengangkut sampah seperti; truck bak terbuka, dump truck,
compactor truck dan arm-roll truck. TPA dapat berupa open dumping,

sanitary landfill, composting, reclamation, recycling dan lain sebagainya.
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C. Air Limbah

Penanganan air limbah diawali dengan identifikasi kuantitas maupun
kualitasnya. Berdasarkan identifikasi inf maka air limbah dapat
diklasifikasikan kedalam 2 kelompok utama vyaitu; Air limbah domestik
(rumah tangga) dan Air limbah industri. Kondisi di Kota Pucuk tidak terdapat
industri yang menimbulkan pencemaran dalam skala besar maka dalam
pembahasan ini dikhususkan pada timbulan air limbah domestik berasal dari
kamar mandi, WC, bekas cucian, dapur dan sebagainya. Berdasarkan lokasi
pengolahannya maka baik limbah .domestik dapat diolah on-site maupun off-
site. Untuk mengantarkan limbah ke lokasi pengolahan akhir dibutuhkan
jaringan pipa air limbah (riol) yang bisa bersistem konvensional dan sistem
fainnya.

Bagan: 3.7. .
Gambaran Umum Sistem Penanganan Sampah
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3.3.3. Pendekatan Aspek Institusi/Kelembagaan

Salah satu faktor yang menjadi kelemahan dalam penerapan suatu
rencana adalah lemahnya aspek kelembagaan yang ﬁenyusun, melaksanakan
dan mengawasi rencana itu sendiri. Apabila ditelusuri lebih lanjut maka ada dua
hal yang dapat dikaji yaitu; kejelasan badan/institusi penyusun, pengelola dan
pengawasan serta kejelasan mekanisme/prosedur dari setiap proses terutama
pada tahap pelaksanaan dan pengawasan rencana. Secara diagramatis
beberapa permasalahan aspek kelembagaan tersebut dapat ditelusuri
berdasarkan beberapa point pokok (pointers) yang dapat dipakai sebagai acuan
untuk menelaah aspek kelembagaan (lihat Bagan: 3.8 Analisis Aspek
Kelembagaan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana

Detail Tata Ruang Kota Pucuk)
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BB IV
SISTEMATIKA PEN)ADWALAN DAN PELAPORAN

4.1. Tahapan Teknis Pekerjaan

Secara teknis, pekerjgan penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota
Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota ini berpedoman pada
kerangka acuan penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan
Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota IKK Pucuk yang disusun oleh
Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Adapun sistematisasi dari pekerjaan penyusunannya akan melalui
tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Langkah kegiatan persiapan/Survey

2. Langkah kegiatan penyusunan Laporan Pendahuluan

U

Langkah kegiatan Kompilasi Data
Langkah kegiatan Analisa Data

Langkah kegiatan penyusunan Rancangan Rencana

L

Langkah kegiatan penyusunan Rencana

Laporan Pendahuluan Hal IV -1




~D

Sistematika Penjadwalan dan Pelaporan

4.1.1. Tahap Persiapan Survey

Pokok-pokok pekerjaan yang dilakukan pada langkah kegiatan persiapan

beserta produknya adalah sebagai berikut :

a.

Persiapan dasar, berupa telaah studi yang pernah dilakukan sebagai bahan
untuk merumuskan postulat, asumsi, dan hipotesa mengenai kota yang
direncanakan, yang antara lain bersumber dari

* Kebijaksanaan Pembangunan Propinsi Jawa Timur .

% Pola Dasar Peﬁbangunan

** Pola Umum Repelita

R J
*%*

Rencana Umum Tata Ruang SWP

K/

¢ Rencana Umum Tata Ruang Wilayah

L)

Aspek yang dikaji paling tidak akan terkait pada masalah-masalah :

< Struktur wilayah pengembangan, untuk mendapatkan arahan terhadap
besaran dan fungsi pusat-pusat pertumbuhan.

* Kedudukan kota direncanakan dalam lingkup wilayah yang Iebih luas,

% Kebijaksanaan pemanfaatan sumberdaya alam, pengarahan besaran dan
fungsi kota dalam skala pengembangan wilayah.

Persiapah teknik survey, berupa :

< Penyiapan peta-peta besar.
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>
L4

e

Kerangka studi sebagai usulan teknis survey.

+ Penyiapan program kerja survey lapangan.

Penyiapan daftar data dan pertanyaan antara lain mengenai
Keadaan regional, kota, desa, dan obyek-obyek khusus yang strategis.

Persiapan administrasi dan pengurusan surat ijin survey.

¢. Penyusunan Laporan pendahuluan, yang berintikan :

\/
0‘0

\J
0'0

()
0.0

4.1.2.

Latar belakang, maksud dan tujuan, serta ruang lingkup studi.
Prinsip-prinsip rencana umum tata ruang kota.

Prinsip-prinsip rencana detail tata ruang kota.

Metodologi pendekatan studi.

Metodologi teknik analisa.

Jadwal penyelesaian.

Sistematika laporan kemajuan pekerjaan.

Struktur organisasi pelaksana pekerjaan.

Komposisi tenaga ahli.

Tahap Kegiatan Survey

Pokok-pokok pekerjaan pada langkah kegiatan survey beserta produk

yang dihasilkan sebagai berikut :
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survey data instansional, berupa pengumpulan dan perekaman data dari
instansi yang terkait dengan perencanaan kota. Hasilnya adalah uraian
keadaan dan informasi baik dalam bentuk data angka atau peta, mengenai
kadaan regional dan kota secara keseluruhan.

Survey lapangan, dimaksudkan untuk menguji kebenaran fakta dari survey
instansional dan untuk mengetahui keadaan lapangan yang sebenarnya.
Hasilnya berupa data angka maupun peta. Untuk lingkup regional, data yang
dipetakan letak instalasi vital, pusat permukiman, dan potensi lain yang dapat
mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kota. Untuk lingkup lokal,
data yang dipetakan antara lain penggunaan/pemanfaatan lahan, kondisi

bangunan/lingkungan, kondisi jalan, dan sanitasi serta harga/nilai tanah.

4.1.3. Tahap Kegiatan Kompilasi Data

Pokok-pokok pekerjaan pada kegiatan kompilasi data sebagai berikut :

a.

Mentabulasi dan mensistematiskan data berupa fakta dan informasi sesuai
keperiuan, sehingga mudah dibaca dan dimengerti serta siap' untuk dianalisa.
Menyusun data dan informasi sesuai dengan pokok bahasannya
1. Regional (makrc) mencakup :

a. Aspek kebijaksanaan pembangunan yang berkaitan dan berpengaruh

pada perkembangan kota yang direncanakan, antara lain :
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%+ Kebijaksanaan Nasional
< Kebijaksanaan Pembangunan Kabupaten
<+ Kebijaksanaan Sektore::
b. Aspek kependudukan, antara lain
« Jumlah penduduk
*+ Penyebaran penduduk
> Pertumbuhan penduduk
< Komposisi penduduk menurut kelompok umur, jenis kelamin,
tingkat pendidikan, agama, lapangan kerja, pendapatan.
¢. Aspek perekonomian, antara lain :

<+ Sektor-sektor kegiatan ekonomi

»
»

Produksi tiap sektor kegiatan ekonomi

o
‘0

*

Penyebaran tiap sektor kegiatan ekonomi

Cd

s Perkembangan tiap sektor kegiatan ekonomi -

*» Pola aliran barang dan jasa dalam proses koleksi dan distribusi
d. aspek sumber daya alam, antara lain :

% Keadaan tanah, air, dan iklim

*+ Keadaan vegetasi dan fauna

% Sumber daya alam yang belum diolah
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. Aspek fasilitas pelayanan dan utilitas

()
0.0

Jenis fasilitas dan utilitas
% Jumlah fasilitas dan besaran utilitas
< Penyebaran fasilitas

)

< Perkembangan, ekstensifjkasi, intensifikasi, dan penyebarannya

2. Lokal (mikro kota), mencakup :

a. Aspek kependudukan, antara lain :

< Jumlah penduduk pada tiap desa .

* Penyebaran penduduk tiap desa.

* Perkembangan penduduk, jumlah, penyebaran dan komposisi.

< Komposisi penduduk menurut kelompok umur, jenis kelamin

tingkat pendidikan, agama, lapangan kerja, pendapatan.

. Aspek perekonomian, antara lain sektor-sektor kegiatan ekonomi kota

perkembangan keadaan perekonomian dalam hal besarnya produksi

dan tingkat pertumbuhannya

. Aspek fisik dasar, antara lain :

* Keadaan iklim
< Keadaan Topografi

< Keadaan geologi dan struktur tanah
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*» Keadaan hidrologi
d. Aspek tata guna lahan, antara lain :
%+ Jenis penggunaan lahan
< Luas penggunaan lahan yang secara umum dirinci menurut jenis-
jenis penggunaan seperti perumahan, pemerintahan dan bangunan
umum, perdagangan, jasa, pelayanan sosial, jalur hijau, ruang
terbuka, transportasi, serta penggunaan khusus lainnya.
*» Intensitas penggunaan lahan yang dicirikan oleh indikator koefisien
dasar Bangunan dan Koefisien Lantai Bangunan
e. Aspek pertanahan
< Harga dasar tanah
< Status pomilikan tanah
f. Aspek fasilitas pelayanan dan utilitas, yaitu
«+ Jenis fasilitas dan utilitas
** Jumlah fasilitas dan besaran utilitas
* Penyebaran fasilitas
« Perkembangan mengenai pengadaan fasilitas dan utilitas baik

dalam kuantitas maupun kualitasnya
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g. Aspek administrasi/pengelolaan pembangunan kota

e Struktur organisasi aparatur pelaksana pembangunan

% Struktur organisasi aparatur pelaksana pembangunan kota, tata
kerja, dan personalia

% Keadaan keuangan daerah, mengenai volume anggaran (APBD-
PAD) bantuan dari Propinsi dan Pusat, pajak dan retribusi ditinjau
menurut sumbernya beserta perkembangannya

< Peraturan-peraturan daerah atau kebijaksanaan Pemerintah

Daerah lainnya tentang pelaksanaan pembangunan kota

4.1.6. Tahap Kegiatan Analisa

Kegiatan analisa merupakan kegiatan penilaian terhadap berbagai
keadaan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip, pendekatan, dan metoda
serta teknik analisis perencanaan kota yang dapat dipertanggungjawabkan baik
secara ilmiah maupun secara praktis. Dalam kegiatan ini, pokok-pokok pekerjaan
beserta produk yang dihasilkan adalah sebagai berikut : '

a. Pada prinsipnya secara keseluruhan terdapat 4 jenis penilaian utama yaitu :
+ Analisa keadaan dasar yaitu menilai kondisi setiap komponen perkotaan

dan wilayah pada saat sekarang.
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** Analisa kecenderungan perkembangan, menilai kecenderungan
perkembangan setiap komponen perkotaan yang akan digunakan sebagai
dasar pertimbangan untuk memperoleh gambaran masa depan kota yang
direncanakan beserta sistem dan pola pelayanannya.

<+ Analisa kebutuhan ruang, yaitu memperkirakan kebutuhan ruang yang
diperiukan bagi proses perkerﬁbangan kota.

“* Analisa kemampuan dan pengelolaan pembangunan kota, yaitu menilai
kondisi keuangan daerah, organisasi pelaksana, dan pengawasan
pembangunan, dan personalia, baik pada saat sekarang maupun yang
diperlukan untuk masa mendatang.

b. Secara spasial terdapat 2 (dua) hal pokok sebagai obyek analisa yaitu :
1. Analisa Lingkup Regional, meliputi :
a. Analisa kemampuan tumbuh dan berkembangnya kota antara Iain;
% Potensi hinterland dan permasalahannya, sehingga terdapat
gambaran hubungan antara kota dengan wilayah Qelakangnya.
** Pengaruh potensi dan permasalahan tersebut terhadap
perkembangan sektor-sektor kegiatan di kota yang direncanakan,
baik sekarang maupun dimasa depan, sehingga terdapat

gambaran hubungan atau ketergantungan antar sektor.
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b. Kedudukan kota dalam perimbangan dengan daerah belakangnya,
¢ Fungsi dan kedudukan kota dalam sistem perwilayahan yang ada.
s+ Perkembangan sektor-sektor kegiatan kota dan pengaruhnya
terhadap sistem perwilayahan, sekarang dan masa mendatang.
c. Analisa pengaruh kebijaksanaan sektoral dan regional, antara lain:
*+ Pengaruh kebijaksanaan terhadap sistem perwilayahan.
» Pengaruh kebijaksanaan terhadap perkembangan sektor kegiatan.
2. Analisa Lingkup Kota, meliputi :
a. Analisa kependudukan, antara lain menilai
* Kecenderungan pertumbuhan (alamiah dan migrasi).
<+ Kecenderungan penyebaran
*» Parkiraan dimasa depan mengenai jumlah dan komposisinya.
b. Analisa perekonomian, antara lain menilai
» Kecenderungan perkembangan tiap sektor kegiatan_gkpnomi
*» Perkiraan keadaan dimasa depan
c. Analisa bentuk dan struktur kota, antara lain menilai;
% Kemampuan dan kesesuaian lahan khususnya dalam kemampuan
menerima kegiatan pembangunan.

*+ Pola keruangan dan pemusatan kegiatan fungsional perkotaan.
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* Keadaan tata guna lahan, yang diarahkan untuk dapat
menggambarkan kecenderungan lokasi berbagai kegiatan.

d. Analisa keadaan fasilitas pelayanan dan utilitas, antara lain menilai :

«» Perkiraan kebutuhan fasilitas dan utilitas, baik dalam hal jumiah
maupun besaran penyediaannya.

% Perkiraan kebutuhan ruang dimasa depan, didasarkan pada
kebutuhan penduduk baik untuk permukiman maupun kegiatan
kota serta prasarana permukiman dan fasilitas sosial/ekonomi.

* Karakteristik bangunan: konstruksi, kondisi, dan jenis bangunan.

+ Karakteristik perumahan dalam hal keadaan sosial ekonomi
penghuni, keadaan fisik perumahan, kebutuhan prasarana
lingkungan dan fasilitas sosial lingkungannya.

** Karakteristik kawasan pusat kota, penggunaan bangunanfkeadaan
fisikk bangunan, tingkat efisiensi dan intensit_ag penggunaan
bangunan, kebutuhan pembangunan. v

** Karakteristik industri dalam hal jenis-jenis yang adé dan perkiraan
di masa depan, pola produksi dan pemasaran, kebutuhan

pengembangan, serta pengelolaan.

Laporan Pendahuiuan Hallv - 11




Sistematika Penjadwalan dan Pelaporan

e. Analisis keuangan dan pengelolaan, antara lain menilai

- Perkiraan kemampuan keuangan di masa depan.

< Perkiraan kebutuhan pembiayaan pembangunan dan perkiraan
sumber penerimaan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan
kota khususnya yang bersifat vital dan strategis.

*+» Keadaan organisasi aparatur pelaksana, dalam hal struktur,
kewenangan, personalia, dan kebutuhannya di masa depan

% Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan
dengan pembangunan kota.

3. Analisa lingkup BWK, meliputi :

a) Perumusan RUTRK pada wilayah perencanaan

b) Analisa kependudukan

c) Analisa keadaan fasilitas dan prasarana

d) Karakteristik tata letak bangunan

4.1.5. Tahap Kegiatan Penyusunan Rancangan Rencana

Pokok-pokok kegiatan pada langkah kegiatan penyusunan rencangan
rencana beserta produk yang dihasilkan adalah sebagai berikut ;
a. merumuskan kebijaksanaan dasar pengembangan kota mencakup :

1. Penentuan fungsi dan peranan kota.
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2. Penentuan strategi dasar pengembangan sektor-sektor dan bidang-
bidang kegiatan pembangunan.
3. Penentuan kebijaksanaan kependudukan yang memberi arahan
perkembangan kuantitas intensitas, dan distribusi penduduk.
4. Penentuan kebijaksanaan pengembangan tata ruang, yang memberi
arahan pada ekstensifikasi dan intensifikasi penggunaan ruang kota.
5. Penentuan kebijaksanaan pengelolaan pembangunan kota.
6. Penentuan dimensi waktu dan wilayah perencanaan.
b. merumuskan kebijaksanaan operational pengembangan kota, antara lain :
1. Rencana penggunaan lahan yang mengatur/mengarahkan
penempatan dan intensitas tiap jenis penggunaan seperti :
» Porumahan
% Pemerintahan dan bangunan umum
s Perdagangan
% Jasa
+ Pelayanan sosial
*¢ Jalur hijau dan kawasan terbuka

 Pembangunan khusus non perkotaan
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2. Rencana indikasi unit pelayanan kota, antara lain :

* Tata jenjang unit-unit perwilayahan kota.

< Delineasi unit-unit pengembangan ruang kota

*+ ldentifikasi fungsi yang dominan pada tiap unit pengembangan
ruang kota.

< Pusat-pusat pengelompokan fasilitas pelayanan sosial dan
pelayanan ekonomi.

3. Rencana fasilitas pelayanan ekonomi dan sosial, antara lain

** Jenis, jumlah, dan distribusi fasilitas pelayanan ekonomi seperti
fasilitas perdagangan dan jasa, serta industri.

“ Jenis, jumlah, dan distribusi fasilitas pelayanan sosial seperti
fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi, dan
kegiatan sosial lainnya. *

4. Rencana sistem jaringan pergerakan, antara lain .

** Rencana jaringan jalan yang menyangkut fungsi dan wewenang

pengelolaan.

** Rencana sistem angkutan umum
]

* Rencana lokasi terminal dan lapangan parkir
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Rencana sistem jaringan utilitas, antara lain :
¢ Rencana jaringan air bersih

< Rencana jaringan telepon

¢ Rencana jaringan listrik

*» Rencana jaringan drainase

“ Rencana sistem pengelolaan sampah
Rencana penanganan bangunan, antara lain ;
% Koefisien Dasar Bangunan

+ Koefisien Lantai Bangunan

+ Garis Sempadan Bangunan

c. Merumuskan kebijaksanaan dasar pengembangan BWK, mencakup :

1.
2.

4.

Kebijaksanaan penentuan fungsi BWK.

Kebijaksanaan penentuan struktur BWK,

Kebijaksanaan penentuan jenis dan intensitas sarana ‘c'lgn prasarana
utama.

Kebljaksanaan kependudukan.

d. Merumuskan kebijaksanaan operasional pengembangan BWK mencakup:

1.

2.

Indikasi pembagian unit-unit lingkungan.

Rencana Kepadatan penduduk.
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3. Rencana penggunaan lahan
4. Rencana fasilitas pelayanan sosial dan utilitas.
5. Rencana sistem transportasi.
e. Merumuskan rencana pentahapan dan pengelolaan pembangunan:
1. Tahapan pelaksanaan yang mengatur prioritas pelaksanaan dan
arahan pembangunan untuk tiap periode lima tahun.
2. Indikasi program dan proyek pada tiap tahap lima tahunan.
3. Merumuskan sumber-sumber pembiayaan pembangunan tiap fasllitas,
prasarana, dan sarana.
4. Pengorganisasian aparatur pelaksana pembangunan.
f. Menyusun rancangan rencana kota untuk disajikan dan dibahas dalam
forum seminar atau forum lainnya, dengan maksud antara lain :
1. Memperoleh masukan dan tenggapan untuk perbaikan

2. Mendengar dan memperhatikan aspirasi masyarakat

4.1.6. Tahap Kegiatan Penyusunan Rencana

Langkah kegiatan penyusunan rencana merupakan tahap akhir dari
pekerjaan teknis penyusunan RUTRK Dengan Kedalaman RDTRK Pucuk.
Didalam tahapan ini pokok pekerjaan yang dilakukan serta produk yang

dihasilkan sebagai berikut :

Laporan Pendahuluan HallvV-16




Sistematika Penfadwalan dan Pelaporan

a. Menyempurnakan Rancangan Rencana kota sesuai saran dan masukan
yang diperoieh pada forum seminar.
b. Menyusun rencana kota dimana pokok-pokok materinya sama dengan pokok-
pokok materi pada rancangan rencana kota.
¢. Membuat album peta berisi peta-peta eksisting dan peta-peta rencana.
Lebih jelasnya, jadwal terinci dari kegiatan penyelesaian penyusunan
RUTRK Dengan Kedalaman RDTRK IKK Pucuk dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel: 4.1
Time Scedule
Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman
Rencana Detail Tata Ruang Kota Pucuk
Kabupaten Lamongan

Bulan
No Kegiatan Bulan!_J{ Bulanll |l Bulaniil || Bulan IV
1234123412341234
1. | Kegiatan Persiapan )
- Persiapan Survey XX
- Persiapan A dministrasi XX
- Laporan Pendahuluan xX
2. (| Survoy
- Lapangan XXX X 3K
- hstansi XXEX
3. || Kompilasi Data XXEK X
4. | Analisa Data XX kxx0ex)
5, | Rencana
= D‘aft Rencana XXAXXXX X
Revisi Rencana XX
6. If Album Pota XXHERHX XX "‘f"“
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4.2. Sistematika Pelaporan

Setiap tahapan pekerjaan dalam proses penyusunan Rencana Umum
Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Pucuk
diikuti dengan penyusunan laporan kemajuan pekerjaan. Adapun jenis dan

jumlah laporan kemajuan tersebut akan diatur sebagai berikut :

a} Laporan Pendahuluan

Laporan pendahruluan merupakan laporan yang berisikan keseluruhan
konsep, metoda survey, dan rencana kerja dalam penyusunan Rencana Umum
Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Pucuk.
Selain itu di dalam Laporan Pendahuluan juga terdapat metodologi analisa
rencana, model-model analisa yang digunakan, urutan langkah kegiatan,
keterlibatan tenaga ahli, serta jadwal penyelesaian pekerjaan. Jumiah Laporan
pendahuluan yang diserahkan sebanyak 10 buku dalam format kertas Ad.
~ Sesuai dengan jadwal seluruh pelaksanaan pekerjaan maka- pekerjaan
penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota sekaligus Rencana Detail Tata
Ruang Kota Pucuk akan dilaksanakan dalam waktu 120 Hari kalender.
b) Kompilasi Data

Buku Kompilasi Data disusun setelah dilakukan survey lapangan.

Materinya merupakan data dan informasi Yang diperoleh dari survey lapangan.
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Sesuai dengan jenis rencana kota Yang disusun, maka materi buku Kompilasi
Data untuk Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Rencana
Detail Tata Ruang Kota Pucuk paling tidak akan menyangkut informasi dalam
lingkup regional dan lingkup kota Yang direncanakan. Matori yang
diketengahkan adalah aspek kebijaksanaan, aspek fisik dasar, aspek
kependudukan, aspek perekonomian, dan aspek pengelolaan kota. Jumlah buku

Kompilasi Data Yang diserahkan sebanyak 10 buku dalam format kertas A3.

c) Analisa

Buku Analisa disusun setelah kegiatan kompilasi data dan analisa selesai
dilakukan. Buku Analisa akan memuat seluruh proses analisa beserta hasil dari
analisé tersebut. Seperti dalam buku Kompilasi Data, materi buku Analisa paling
tidak akan berkisar pada masalah analisis yang sifatnya makro/regioqal dan
analisis Yang sifatnya mikrofkota. Jumlah buku Analisa Yang diserahkan

berjumlah 10 buku dalam format kertas A3.

d) Rancangan Rencana

Buku Rancangan Rencana merupakan kesimpulan dari hasil tabulasi data
dan analisa serta akan memuat kebijaksanaan dasar pengembangan kota,
kebijaksanan operasional pengembangan kota, kebijaksanaan dasar

pengembangan BWK, dan kebijaksanaan operasional pengembangan BWHK.
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Jumlah buku Rancangan Rencana Yang diserahkan berjumiah 10 buku dalam

format kertas A4 (perkecilan A3).

e) Rencana

Buku Rancangan Rencana merupakan kesimpulan dari hasil rancangan
rencana yang telah direvisi menurut hasil temuan dari kegiatan seminar yang
memuat kebijaksanaan dasar pengembangan kota, kebijaksanan operasional
pengembangan kota, kebijaksanaan dasar pengembangan BWK, dan
kebijaksanaan operaéional pengembangan BWK serta Unit Lingkungan. Jumlah

buku Rencana Yang diserahkan berjumlah 15 buku dalam format kertas A3.

Laporan Pendahuluan Hal IV - 20







BebV
/ Struktur Organisasi

BAB Y
STRUKTUR ORGANISAS! PELAKSANAARN PENYUSUNAN
RUTRK DENGEN KEDALAMAN ROTRE KK PUCUK

5.1. Struktur Organisasi

Dalam rangka untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
pekerjaan dari seluruh rangkaian kegiatan penyusunan Rencana Umum Tata
.Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Pucuk,
khususnya dalam pengelolaan/manajémen proyek, perlu disusun suatu struktur
organisasi pelaksanaan pekerjaan.

Dengan struktur organisasi tersebut diharapkan agar pelaksanaan
pekerjaan penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman
Rencana Detail Tata Ruang Kota Pucuk dapat berjalan dengan lancar, sesuai
dengan tujuan dan jadwal yang telah ditetapkan.

Penyusunan struktur organisasi pelaksanaan pekerjéan’ tersebut, akan
meliputi hubungan kerja antara pemberi tugas (Pemerintah Daerah) dan
penerimal/pelaksana pekerjaan (konsultan), dapat dilihat pada diagram dibawaﬁ
ini. Struktur organisasi pelaksanaan penyusunan Rencana Umum Tata Ruang

Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Pucuk seperti pada

diagram dibawah ini.
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Bagan 5.1.
Hubungan Kerja Penyusunan
Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman
Rencana Detail Tata Ruang Kota Pucuk
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3.2. Mekanisme Pekerjaan

Mekanisme pelaksanaan pekerjaan penyusunan Rencana Umum Tata
Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Pucuk,

antara pihak pemberi tugas dan pelaksana pokerjaan (ekstern) serta intern

konsultan.
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5.2.1. Mekanisme Kerja Ekstern

Struktur Or_ganlsasl

Dalam melaksanakan tugas, konsultan akan selalu mengadakan
hubungan kerja dengan pihak pemberi tugas, khususnya para tenaga ahli yang
ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan penyusunan Rencana Umum Tata
Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Pucuk. Hal ini
sangat diperlukan terutama dalam penganalisaan yang berhubungan dengan
penerapan kebijaksanaan Pemerintah, serta persyaratan teknis operasional
dalam bidang perencanaan wilayah. Konsultan akan memperhatikan saran
serta arahan yang diberikan, agar hasil pekerjaan ini terlaksana dengan baik
dan dapat bermanfaat nantinya. Dengan demikian perlu dilakukan diskusi

antara pemberi tugas dengan konsuitan.

5.2.2. Mekanisme Kerja Intern Konsultan

Dalam melaksanakan pekerjaan penyusunan Rencana Umum Tata
Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang 'Kota'F’ucuk.
konsultan didalam mekanisme kerjanya memprioritaskan efektivitas dan
efisiensi. Hal ini agar tidak terjadi pemborosan materi, tenaga dan waktu yang
disusun sesuai dengan jadwal yang ditoentukan. Penerapan mekanisme kerja
didalam konsultan, terutama antara komponen dari struktur organisasi kerja
pelaksana, dilakukan terpadu dan saling mengisi.

Dengan demikian konsultan mengajukan struktur organisasi kerja yang

terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :
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¥

v ¥

¥

Mengkoordinir pekerjaan masing-masing staf ahli, sehingga dapat
menjaga sinkronisasi pekerjaan.

Mengarahkan dan mempersiapkan program kerja.

Bertanggung jawab atas kerangka laporan yang akan diserahkan.

Terlibat dalam proses penyusunan pekerjaan selama 4 bulan

Q Tenaga Ahli Perencana Kota

»

»

»

»

Bertanggung jawab sebagai koordinator pelaksanaan pekerjaan
Bertanggung jawab langsung terhadap Team Leader dalam hal teknis
analisa kota.

Mengarahkan dan mempersiapkan program kerja perencanaan kota
sehingga dicapai hasil yang maksimal.

Mensinkronisasi pekerjaan dengan staf ahli lainnya, sehingga terdapat
sinkronisasi pekerjaan.

Menjabarkan kebijaksanaan pembangunan daerah Kota Pucuk
Menentukan analisa yang akan dan telah dibuat oleh anggota tim.
Mengevaluasi studi-studi terdahulu. |

Menentukan struktur ruang dari wilayah perencanaan, dalam kaitannya
dengan struktur ruang makro.

Terlibat dalam proses penyusunan pekerjaan selama 4 bulan

Q Tenaga Ahll Perencanaan Sipil Transportasi

»

»

Mengkaiji kebijaksanaan transportasi regional dan kota.

Mengkaji pola dan sistem jaringan jalan, transportasi kota dan regional.

Laporan Pendahuluan HalV-5




Struktur Organisasi

»

»

»

»

»

Mengidentifikasi jaringan jalan meliputi fungsi penggunaan jalan,
wewenang pengelolaan, kondisi serta arus lalu lintas.

Merencanakan sistem pelaksanaan pembangunan jaringan jalan.
Menetapkan sistem jaringan jalan dan transportasi kota.

Menganalisis sistem utilitas kota.

Menganalisis aspek-aspek yang berkaitan dengan utilitas kota
Merencanakan sistem utilitas kota.

Terlibat dalam proses penyusunan pekerjaan selama 3 bulan

Q Tenaga Ahli Arsitektur

»

»

-

)

»

N

»

Mengkaji kebijaksanaan perumahan.

Mengkaji pola dan sistem dan pola peruntukan.

Membantu tenaga ahli planologi dan geodesi dalam hal kelayakan lahan.
Menganalisis sistem perkotaan.

Menganalisis aspek-aspek yang berkaitan dengan prasarana kota

Terlibat dalam proses penyusunan pekerjaan selama 3 bulan’

O Tenaga Ahli Ekonomi Pembangunan

»
»

»

»

Mengidentifikasi kebutuhan data yang berkaitan dengan aspek ekonomi.
Menyusun metode/teknik survey dan sekaligus mengolah hasil survey.
Menganalisa keadaan ekonomi, kebijaksanaan dan rencana
pengembangan ekonomi kota.

Menetapkan pola/strategi rencana pengembangan kota.
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» Terlibat dalam proses penyusunan pekerjaan selama 3 bulan

O Asisten Ahli

Disamping itu juga Tim Tenaga Ahli dibantu oleh beberapa tenaga

penunjang untuk kelancaran pekerjaan, antara lain adalah :

»

»

»

»

Pengolah data elektronili/komputer

Drafter
Surveyor

Administrasi dan Keuangan

Tabel: 6.1

TIME SCEDULE TENAGA AHLI
Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata
Ruang Kota Pucuk Kabupaten Lamongan

E’ KEGIATAN BULANKE-
| | 1 2 || 3 4
1. |[Koordinator Teknis [T1 TTTHTT.1
Ahli Teknik Sipil XOOKKX, ,x:ooooo(x XXX 00| XIO0KXXX
2. |TENAGA AHLI: |
- Ahli Teknik Planclogi xo000000dooooooadbooooooodxo0000nd
- Ahli Teknik Sipil X000 00000 XXX
- Ahli Teknik Arsitektur X000 X000 XN
- Ahli Teknik Penyehatan Lingkungan X000 OO XIOOX XXX
- Ahli Ekonomi XXX XXXXXKXX
- Ahli Sosial XXX OO0 X20000004
3. [[TENAGA PENDUKUNG :
- Asisten Tenaga Ahli X0 OC00OX XXX X000
- Juru Gambar el e R
- Juru KetikiKomputer XO000KXXXIXOOC] XX XIKXXXXN
- Staff Administrasi X0 OO XX XXX XXX X
- Staff Umum _____[x000000dix00000004x0000000dx000000%
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Check List Data
CHECK LIST DATA INSTANSIONAL
UNTUK PENYUSUNAN RUTRK DENGAN KEDALAMAN RDTRK KOTA PUCUK
NAMA TAHUN
; DATA YANG DIBUTUHKAN INSTANS!
NO 1996 | 1997 | 19988 | 1999 | 2000
1. | o Buku perhitungan APBD
2. o Buku Pola Dasar PembangunanDaerah
3, o Buku Repelitada Kabupaten
4, a Datftar inventaris program & proyek .
5. | oOrganisasi Bappeda -
- Struktur Organisasi Pemerintahan
- Prosedur ijin bangunan/perencanaan
6. o Buku RTRW Kab., RDTRK, RUTRK
7. 0 Peta-peta Kab.& Kecamatan yang ada
8. 0 Program & proyek Inpres yang sedang
dilaksanakan maupun dalam rencana
9. Q Buku Data Pokok dan beberapa
informasi tentang permasalahan -
pelaksanaan tentang pembangunan
1. 0 Data PDRB diwilayah yang direncanakan Dinas
2, a Data PDRB Kabupaten Lamogan Pendapatan
, 3. | aBantuan luar negeri/dalam negeri Daerah
~ u/Proyek bantuan di Lamongan/Pucuk
1. 0 Jumlah kegiatan perdagangan tiap Kantor
Desa diperinci menurut warung, perchgangay
kios, toko, (dilengkapi dengan peta) bagian
2. QJumlah dan lokasi pasar serta jumlah Perekono
pedagang yang ada dan di luar pasar mian Kab.
tentang pedagang besar (Grosir)
3. a Rencana Pengem. Pusat Perdagangan
1. | aLamongan Dalam Angka Kantor
: Statistik
1. | aPanjang, lebar dan luas jalan dalam Pekerjaan
wilayah perencanaan (disertai peta) umum
2. | o Panjang dan lebar saluran sanitasi (PU) Kab
Pematusan '
1. | aPersampahan Bagian
§. 0 Daerah kota yang tergenang banjir Kebersthary
-___| DLlapangan terbuka / hijau pestamanan
4. | o strem sungai, rel, tegangan tinggi '
jalan '
1. | oPeraturan Daerah tentang sempadan Baglan
hukum’
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Chock List Data

Lanjutan
NAMA TAHUN
NO. DATA YANG DIBUTUHKAN INSTANSI
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000

1. 0 Peta wilayah perencanaan skaia Kantor
1:10.000 dan 1:5.000 Pertanahan

2. Q Peta tata guna lahan Kab.

3. Q Status pemilikan lahan Lamongan

4. 0 Harga/nilai tanah

5. Q Peta Topografi

6. 0 Peta Penyebaran fasilitas

7. 0 Pata wilayah terbangun

8. Q Peta kepadatan penduduk dil

1. 0 Iklim, curah hujan, arah angin dan Meteorologi
kelembaban udara & Geofisika

1. Q Kapasitas terpasang listrik

2. @ Jumlah pelanggan PLN

3. 0 Rencana pengembangan

1, 0 Kapasitas terpasang Telkom

2. Q Jumiah pelanggan TELKOM

3. Q Rencana pengembangan

1. a Debit pengaliran

2, Q Jumlah pelanggan PDAM

3. U Peta jaringan pipa )

4. a Rencana pengembangan

1. a Buku potensi desa

2. 0 Kebijaksanaan pembangunan desa SUB UNIT

3. 0 Jumiah dan alokasi bantuan desa BANGDES

4. a Rencana pengembangan mendatang

1. 0 Peta topografi BALAI )

2. 0 Peta pertambangan KONSERVASI

3. Q Peta geologi TANAH DAN

4. 0 Peta struktur tanah SUMBER

5. 0 Peta hidrologi DAYA ALAM

1. Q Buku Kecamatan dalam angka KANTOR

2. 0 Monografi Kecamatan KECAMATAN

3.

a Profil Desa
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